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۝٦إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  ۝٥   فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 
Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S. al-Insyirah ayat 5 dan 6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini terdapat banyak istilah yang berasal dari 

Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf latin, sehingga diperlukan 

panduan untuk membacanya dengan benar. Penulis menggunakan 

Pedoman Transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 

Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman 

Transliterasi yang digunakan penulis untuk penulisan kata-kata 

Arab adalah sebagai berikut: 

A. Kata Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin ṣ Es س



 

ix 

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

  Dad ḍ ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط 

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik ظ 

di bawah) 

 Ain …‘ koma terbalik di' ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q Ki ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah …’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي 

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia 

terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـ  

 Kasrah I I ـ  

 Dhummah U U ـ  

2) Vokal Rangkap  

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a dan i ي....ْ ـ  

 Fathah dan Wau Au a dan u ـ وْ ....

 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda 

sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ا ...  َ  

 .....  ى 

Fathah dan Alif 

atau Ya 

Ā a dan garis 

di atas 



 

xi 

 Kasrah dan Ya Ī i dan garis ي... 

di atas 

 Dhummah dan و... 

Wau 

Ū u dan garis 

di atas 

 

Contoh:    :  ق الqāla  

yaqūluي ق وْل  :   

qīlaق يلْ  :    
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ABSTRAK 

Perceraian mengakibatkan adanya pembagian harta gono-

gini, pemberian nafkah kepada mantan istri, dan pembebanan hak 

asuh anak. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur mengenai 

izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang 

mana di dalamnya memuat tentang pengaturan pemberian nafkah 

Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian. 

Pegawai Negeri Sipil pria yang menggugat istrinya dibebankan 

pemberian sebagian gaji yang diberikan kepada mantan istri dan 

anak maupun anak-anaknya setiap bulan. Pemberian sebagian gaji 

tersebut berlangsung selama mantan istri belum menikah lagi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.  

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa 

data kepustakaan (library research) dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran nafkah yang 

harus diberikan mantan suami kepada mantan istri diatur dalam 

Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yaitu apabila dari perkawinan tersebut 

yang bersangkutan memiliki anak, maka pembagian gaji diberikan 

1/3 untuk mantan istri, 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk Pegawai 

Negeri Sipil pria. Apabila dari perkawinan tersebut yang 

bersangkutan tidak memiliki anak, maka pembagian gaji diberikan 

1/2 untuk mantan istri dan 1/2 untuk Pegawai Negeri Sipil Pria. 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) pemberian nafkah berlangsung hingga 

mantan istri menikah lagi dan pemberian nafkah diberhentikan 

terhitung sejak satu bulan setelah mantan istri menikah lagi. Dalam 

Islam terdapat prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri 

termasuk perceraian. Suami wajib berlaku adil dalam memberikan 

nafkah, baik kepada mantan istri maupun anak-anaknya. Pasal 8 PP 

Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur 

bahwa pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria kepada 

mantan istri tidak hanya terkait dengan nafkah anak, tetapi juga 

sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk mendukung 

kehidupan mantan istri pasca perceraian. 
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Kata Kunci: Perceraian, Pemberian Nafkah Pasca Perceraian, 

Pegawai Negeri Sipil 
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ABSTRACT 

Divorce results in the distribution of gono-gini property, 

alimony to the ex-wife, and the imposition of child custody. 

Government Regulation No. 10 of 1983 jo. Government Regulation 

No. 45 of 1990 regulates marriage and divorce permits for Civil 

Servants, which contains the regulation of the provision of alimony 

for male Civil Servants to ex-wives after divorce. Male Civil 

Servants who sue their wives are charged with giving part of the 

salary given to their ex-wives and their children and children every 

month. The provision of part of the salary lasts as long as the ex-

wife has not remarried. 

This research is normative legal research. The research 

method used is qualitative with a normative juridical approach. 

Data collection techniques are in the form of library research and 

documentation. 

The results of the study show that the amount of alimony that must 

be given by the ex-husband to the ex-wife is regulated in Article 8 

paragraph (2) and paragraph (3), namely if from the marriage the 

person concerned has children, then the salary distribution is given 

1/3 for the ex-wife, 1/3 for the child and 1/3 for the male Civil 

Servant. If the person concerned from the marriage does not have 

children, then the salary distribution is given 1/2 for the ex-wife 

and 1/2 for the Male Civil Servant. Based on Article 8 paragraph 

(7), the provision of alimony lasts until the ex-wife remarries and 

the provision of alimony is terminated from one month after the ex-

wife remarries. In Islam, there is a principle of justice in the 

relationship between husband and wife, including divorce. 

Husbands are obliged to act fairly in providing alimony, both to 

their ex-wives and children. Article 8 of Government Regulation 

Number 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 

stipulates that the provision of part of the salary of male Civil 

Servants to ex-wives is not only related to child support, but also 

as a form of the husband's responsibility to support the life of the 

ex-wife after divorce. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pellrkawilnan mellnulrult Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 

1974 mellnyellbultkan bahwa pellrkawilnan adalah ilkatan lahilr 

batiln antara sellorang prila dellngan sellorang wanilta sellbagai l 

sulamil ilstril dellngan tuljulan mellmbellntulk kelllularga (rulmah 

tangga) yang bahagila dan kellkal bellrdasarkan Kelltulhanan 

Yang Maha Ellsa.1 Pellrkawilnan bulkanlah sellkadar ilkatan 

sosilal, telltapil julga sulatul pellrjanjilan sulcil yang mellmbawa hak 

dan kellwajilban bagil kelldula belllah pilhak, sulamil dan ilstril.  

Dalam kontellks ajaran Ilslam dan pellratulran-pellratulran yang 

bellrlakul dil Ilndonellsila, hak dan kellwajilban tellrsellbult dilatulr 

dellngan prilnsilp kellmanulsilaan dan kelladillan. Dalam Ilslam, 

pellrkawilnan dilanggap sellbagail pellrkara yang sakral dilmana 

kelldula belllah pilhak mellmillilkil tanggulng jawab moral dan 

sosilal satul sama lailn. Hal ilnil sellsulail dellngan prilnsilp-prilnsi lp 

Ilslam yang mellnellkankan pellntilngnya salilng mellnghormati l,  

salilng mellndulkulng, dan salilng mellnjaga dalam hulbulngan 

sulamil ilstril.  

Pellratulran-pellratulran yang bellrlakul dil Ilndonellsila julga 

mellnellgaskan bahwa dalam pellrkawilnan, sulamil dan ilstri l 

mellmillilkil hak dan kellwajilban yang sama, sellrta haruls salilng 

mellnghormatil dan mellndulkulng satul sama lailn. Prilnsilp-

prilnsilp kelladillan dan kellmanulsilaan mellnjadil landasan dalam 

pellngatulran hak dan kellwajilban dalam pellrkawilnan. Dellngan 

dellmilkilan, pellrkawilnan dilpandang sellbagail sulatul kondilsi l 

 
1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan. 
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yang tildak hanya mellngilkat sellcara hulkulm, telltapil julga 

mellmbawa tanggulng jawab moral dan sosilal yang haruls 

dilpellnulhil olellh kelldula belllah pilhak dellmil kellbellrlangsulngan 

hulbulngan yang harmonils dan bellrkelllanjultan.2 

Sulatul pellrkawilnan yang tildak dililkultil ataul dillilpulti l 

dellngan silkap salilng mellmahamil hak dan kellwajilban 

masilng-masilng akan mellnilmbullkan masalah dalam 

mellngarulngil bahtellra kellhildulpan rulmah tangga karellna 

dilmulngkilnkan akan mulncull banyak rilntangan dalam 

mellncapail tuljulan pellrkawilnan yang dilcilta-ciltakan, bahkan 

bellrpelllulang mellnilmbullkan pellrcellrailan. Dalam mellnghadapi l 

pellrcellrailan, pellrellmpulan mellmpulnyail hak yang masilh 

melllellkat pada dilrilnya tellrhadap mantan sulamilnya. Hak 

tellrsellbult antara lailn hak pellmelllilharaan dan pellngasulhan 

anak, hak atas harta bellrsama, dan hak atas nafkah bagi l 

dilrilnya dan anak-anaknya. 

Kata “nafkah” (nafaqah) adalah kata bellnda (bellntu lk 

ilsilm) daril kata “ilnfaq” yang bellrartil harta yang 

dilnafkahkan. Kata nafkah julga bellrartil “Bellkal”, maka dapat 

dilsilmpullkan bahwa nafkah bellrartil “Sellsulatul yang 

dilbellrilkan sulamil tellrhadap ilstril bailk bellrulpa makanan, 

pakailan, tellmpat tilnggal, pellrlilndulngan, dan sellbagailnya”. 

Dalam kamuls Bahasa Ilndonellsila, nafkah dilartilkan dellngan 

belllanja ulntulk hildulp, ulang pellndapatan, belllanja yang 

dilbellrilkan kellpada ilstril dan rellzellkil, bellkal hildulp sellharil-haril.3 

Sellcara ilstillah nafkah adalah pellmbellrilan sulamil ulntulk 

mellnculkulpil sellgala kellbultulhan yang dilpellrlulkan ilstrilnya 

 
2 Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-

Qur’an”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 143. 
3 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), hlm. 1062. 
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dellngan adanya syarat-syarat, ilkatan-ilkatan, batasan-

batasan yang diltellntulkan dan diljelllaskan olellh syarilat Ilslam. 

Daril pellngellrtilan dil atas, dapat di lsilmpullkan bahwa 

nafkah adalah i lstillah dalam bahasa Ilndonellsila yang 

mellruljulk pada se llgala kellbultulhan manulsila yang me llncaku lp 

tilga aspe llk pellntilng, yailtul sandang, pangan, dan papan. 

Ilstillah ilnil sellrilng dilgulnakan dalam kontellks mellmbellrilkan 

pellrlilndulngan dan dulkulngan kellpada ilndilvildul ataul kelllularga 

dalam mellmellnulhil kellbultulhan dasar mellrellka. Selllailn iltul,  

nafkah julga dapat mellncakulp hal-hal lailn yang bellrkailtan 

dellngan kellbultulhan dasar manulsila, sellpellrtil pellndildilkan, 

pellrawatan kellsellhatan, transportasil, dan lailn sellbagailnya, 

tellrgantulng pada kontellksnya. Prilnsilp nafkah adalah pellntilng 

dalam mellmastilkan bahwa selltilap ilndilvildul ataul kelllularga 

mellmillilkil aksells yang mellmadail tellrhadap kellbultulhan dasar 

mellrellka ulntulk mellnjalanil kellhildulpan yang layak dan 

bellrmartabat.4 

Dalam Ilslam, sulamil mellmillilkil kellwajilban ulntulk 

mellmbellrilkan nafkah kellpada ilstrilnya, yang mellncaku lp 

kellbultulhan dasar sellpellrtil makanan, pakailan, dan tellmpat 

tilnggal. Kellwajilban ilnil tildak mellmillilkil batasan waktu l 

selllama pellrnilkahan masilh bellrlangsulng dan telltap ada 

bahkan selltelllah pellrcellrailan, selllama ilstril masilh dalam masa 

ilddah. Kellwajilban sulamil ulntulk mellmbellrilkan nafkah 

mellnilmbullkan kellwajilban bagil ilstril ulntulk taat kellpada 

sulamilnya, selllama hal iltul tildak bellrtellntangan dellngan 

syarilat. Namuln, jilka sulamil tildak mellmellnulhil kellwajilbannya 

 
4 Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga 

Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)”, 
Jurnal Asa, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2020, hlm. 7. 
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ulntulk mellmbellril nafkah, maka haknya ulntulk mellmpellrole llh 

kelltaatan daril ilstrilnya dapat gulgulr. Artilnya, kelltaatan ilstri l 

kellpada sulamil bellrsyarat pada pellmellnulhan kellwajilban 

nafkah olellh sulamil.5 

Kellwajilban mellmbellril nafkah olellh sulamil kellpada ilstri l 

dilatulr dalam Kompillasil Hulkulm Ilslam Pasal 80 ayat 4 

bahwa sellsulail dellngan pellnghasillannya sulamil mellnanggulng: 

a. Nafkah, kilswah dan tellmpat kelldilaman bagil ilstril; 

b. Bilaya rulmah tangga, bilaya pellrawatan dan bilaya 

pellngobatan bagil ilstril dan anak; 

c. Bilaya Pellndildilkan bagil anak. 

Hulkulm posiltilf dil Ilndonellsila mellngatulr tellntang 

kelltellntulan nafkah kellpada mantan ilstril diljelllaskan dalam 

Kompillasil Hulkulm Ilslam (KHIl) dan Ulndang-Ulndang 

Pellrkawilnan Nomor 1 Tahuln 1974, telltapil pellnjelllasan lellbilh 

rilncil dilatulr dalam Kompillasil Hulkulm Ilslam. Akilbat hulkulm 

adanya talak dalam kelltellntulan Pasal 149 KHIl dilnyatakan 

bahwa apabilla pellrkawilnan pultuls karellna talak, maka 

mantan sulamil mellmillilkil kellwajilban bellrilkult:6 

a. Mellmbellrilkan mult’ah yang layak kellpada bellkas 

ilstrilnya, bailk bellrulpa ulang ataul bellnda, kellculali l 

bellkas ilstril tellrsellbult qobla al-dulkhull; 

b. Mellmbellril nafkah, maskan dan kilswah kellpada 

bellkas ilstril selllama dalam masa ilddah, kellculali l 

 
5 Nilkhairi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai 

Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian 
(Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 
Tahun 1990)”, Jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017, hlm. 210. 

6 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertais 
Kemenag RI, 2007), Pasal 149 huruf a, b, c, d. 
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bellkas ilstril telllah diljatulhil talak ba’iln ataul nulsyulz 

dan dalam kelladaan tildak hamill; 

c. Melllulnasil mahar yang masilh tellrhultang selllulrulhnya, 

dan sellparoh apabilla qabla al-dulkhull;  

d. Mellmbellrilkan bilaya hadhanah ulntulk anak-anaknya 

yang belllulm mellncapail ulmulr 21 tahuln. 

Mellngellnail kelltellntulan pellmbellrilan mult'ah yang 

mellrulpakan kompellnsasil ataul pellmbellrilan yang dilbellrilkan 

olellh sulamil kellpada mantan ilstrilnya selltelllah tellrjadilnya 

pellrcellrailan, sellsulail dellngan hulkulm Ilslam (filqh) dan hulkulm 

posiltilf dil Ilndonellsila. Dalam KHIl Pasal 160 dilsellbultkan 

bahwa bellsarnya mult'ah diltellntulkan bellrdasarkan kellpatultan 

dan kellmampulan sulamil, sellhilngga tildak ada bellsaran yang 

pastil dan haruls dilsellsulailkan dellngan kondilsil masilng-masi lng 

pilhak. 

Pellgawail nellgellril adalah warga nellgara Ilndonellsila yang 

telllah mellmellnulhil syarat tellrtellntul dan dilangkat olellh pelljabat 

yang mellmillilkil kellwellnangan ulntulk mellngilsil posilsil atau l 

jabatan dalam pellmellrilntahan ataul ulntulk melllaksanakan 

tulgas-tulgas nellgara lailnnya. Sellbagail ilmbalan atas tulgas dan 

tanggulng jawab yang dilellmban, pellgawail nellgellri l 

mellndapatkan gajil yang dilatulr olellh pellratulran pellrulndang-

ulndangan yang bellrlakul. Pellgawail nellgellril tellrdilril dari l 

bellbellrapa ulnsulr, yailtul Pellgawail Nellgellril Silpill, Anggota 

Tellntara Nasilonal Ilndonellsila, dan Anggota Kellpolilsilan 

Nellgara Rellpulblilk Ilndonellsila. Kellduldulkan pellgawail nellgellri l 

adalah sellbagail aparatulr nellgara yang bellrtulgas ulntulk 

mellmbellrilkan pelllayanan kellpada masyarakat sellcara 

profellsilonal, juljulr, adill, mellrata, sellrta mellnyelllellnggarakan 

tulgas nellgara dan pellmellrilntahan tellrmasu lk 
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mellnyelllellnggarakan kellhildulpan bellrkelllularga. Ulntulk dapat 

melllaksanakan kellwajilban yang dellmilkilan iltul, maka 

kellhildulpan aparat silpill nellgara haruls diltulnjang olellh 

kellhildulpan yang sellrasil, selljahtellra, dan bahagila, sellhilngga 

selltilap Pellgawail Nellgellril Silpill dalam melllaksanakan tulgasnya 

tildak akan banyak tellrganggul olellh masalah-masalah dalam 

kelllularga. 

Dalam mellnjaga ciltra Pellgawail Nellgellril Silpill, maka 

pellmellrilntah mellmbellntulk sulatul pellratulran khulsuls yang 

bellrtuljulan ulntulk mellnjaga harkat dan martabat para 

Pellgawail Nellgellril Silpill yang tellrtulang dalam PP Nomor 10 

Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990. PP Nomor 10 

Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990 me llmulat tellntang 

bellntulk pellrcellrailan dan alasan pe llrcellrailan sellrta kapan 

sellorang i lstril mellndapatkan hak se llpellrdula atau l sellpellrtilga 

gajil, dilsampilng iltul PP tellrsellbult mellmulat pellrilhal pellmbatasan 

pellmbellrlakulan pe llnellrilmaan hak te llrsellbult hilngga janda i ltu l 

mellnilkah lagil. Akan telltapil dalam ilmplellmellntasilnya masilh 

banyak tellrjadil pelllanggaran yang dillakulkan olellh Pellgawai l 

Nellgellril Silpill yang mellngakilbatkan pelllaksanaan PP Nomor 

10 Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990 tildak sellsulai l 

dellngan yang dilharapkan. Pada prilnsilpnya Pellratulran 

Pellmellrilntah Nomor 10 Tahuln 1983 ilnil tildak bellrbellda 

dellngan Ulndang-ulndang Nomor 1 tahuln 1974 tellntang 

Pellrkawilnan. Kelltellntulan pada Ulndang-ulndang Nomor 1 

Tahuln 1974 julga bellrlakul bagil Pellgawail Nellgellril Silpill,  

namuln ada bellbellrapa kelltellntulan khulsuls bagil Pellgawai l 

Nellgellril Silpill dil dalam Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 10 

Tahuln 1983. 
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Di Indonesia jumlah kasus percerain dari tahun 2019 

sampai tahun 2023 terdapat 2.158.400 kasus. Angka 

tersebut termasuk angka perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kompleksitas 

dalam dinamika dan hubungan keluarga di masyarakat.7 

Ulntulk mellmilnilmalilsilr mellnilngkatnya pellrcellrailan 

khulsulsnya yang di llakulkan olellh Pellgawail Nellgellril Silpill,  

nellgara melllakulkan ulpaya prellvellntilf ulntulk mellnellkan angka 

pellrcellrailan dilantara Pellgawail Nellgellril Silpill, salah satulnya 

dellngan mellmbellrilkan kelltellntulan khulsuls sellbagail akilbat 

hulkulm bagil Pellgawail Nellgellril Silpill prila yang mellncellrailkan 

ilstrilnya. Sellorang Pellgawail Nellgellril Silpill prila yang 

mellncellrailkan ilstrilnya wajilb mellnyellrahkan sellpellrtilga gajilnya 

ulntulk mantan ilstrilnya sellbagail bilaya pellnghildulpan sampai l 

dellngan mantan ilstrilnya mellnilkah kellmbalil. Hal tellrsellbu lt 

sellsulail dellngan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahuln 1983 jo. PP 

Nomor 45 Tahuln 1990 tellntang Ilziln Pellrkawilnan dan 

Pellrcellrailan Bagil Pellgawail Nellgellril Silpill. 

Pellmbagilan gajil akilbat pellrcellrailan julga dilatulr sellcara 

khulsuls bagil Pellgawail Nellgellril Silpill. Apabilla pellrcellrailan 

tellrjadil atas kellhellndak Pellgawail Nellgellril Silpill prila, maka ila 

wajilb mellnyellrahkan sellpellrtilga gajilnya ulntulk pellnghildulpan 

mantan ilstril dan sellpellrtilga gajilnya ulntulk anak-anaknya. 

Apabilla pellrnilkahan mellrellka tildak dilkarulnilail anak, maka 

selltellngah gajilnya dilsellrahkan kellpada ilstrilnya. Pellmbellrilan 

nafkah bellrlangsulng mellskilpuln masa ilddah telllah bellrlalu l 

dan pellmbellrilan nafkah bellrakhilr sampail mantan ilstri l 

 
7 Laporan Statistik Indonesia, Data Kasus Perceraian di 

Indonesia, (https://databoks.katadata.co.id/), diakses 29 Feberuari 

2024. 

https://databoks.katadata.co.id/
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mellnilkah lagil dellngan orang lailn.8 Kelltellntulan-kelltellntu lan 

tellrsellbult jelllas mellmbellratkan dan mellrulgilkan bagil mantan 

sulamil. Dalam pellratulran tellrsellbult tildak dilatulr mellngellnai l 

sanksil mantan ilstril yang tildak amanah, tildak melllakulkan 

kellwajilban pellmelllilharaan dan pellndildilkan tellrhadap anak-

anak mellrellka yang ilkult kellpadanya.   

Bellrkailtan dellngan pellnelltapan nafkah bagil mantan ilstri l 

Pellgawail Nellgellril Silpill sellbagailmana dilatulr dalam PP Nomor 

10 Tahuln 1983 Pasal 8 ayat (2) saat ilnil tellrdapat pellrgellsellran 

kellpultulsan hakilm dalam mellnelltapkan sellbagilan gajilnya 

ulntulk bilaya hildulp mantan ilstrilnya dalam pellrkara cellrai l 

talak. Adanya pellrgellsellran pultulsan hakilm Pellngadillan 

Agama tellrsellbult dildulga karellna tellrdapat pultulsan hakilm 

Mahkamah Agulng yang mellmultulskan pellnyelllellsailan 

pellrkara cellrail talak dellngan sulamil yang bellrstatuls sellbagai l 

Pellgawail Nellgellril Silpill. Pultulsan yang dilmaksuld adalah 

Pultulsan MA RIl Nomor: 11.K/AG/2001 dalam pultulsan 

tellrsellbult MA mellnellntulkan bahwa pellmbagilan sellbagilan gaji l 

mantan sulamil kellpada mantan ilstril yang dilcellrailkannya 

bulkan mellrulpakan kellwellnangan pellngadillan.9 Mellnulrult Drs. 

Salilm, SH. selllakul hakilm Pellngadillan Agama Salatilga yang 

dillansilr daril bulkul yang bellrjuldull Problellm Ilmplellmellntasil PP 

10/1983 Tellntang Pellmbagilan Gajil Kellpada Bellkas Ilstellri l 

Dalam Pellrkara Cellrail Talak karya Achmad Arilellf 

Buldilman, M.Ag, dkk. Belllilaul mellnultulrkan bahwa pultulsan 

MA tellrsellbult mellnjadil dasar bagil hakilm-hakilm di l 

 
8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 

1990, Pasal 8. 
9 Achmad Arief Budiman, et.al., “Problem Implementasi PP 

10/1983 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara 
Cerai Talak”, Laporan Penelitian Kolektif Interdisipliner (Semarang, 
2018), hlm. 5-6, Tidak dipublikasikan. 
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lilngkulngan Pellngadillan Agama tildak mellnelltapkan 

pellmbagilan sellbagilan gajil sulamil Pellgawail Nellgellril Silpill 

kellpada mantan ilstril. Sellhilngga pultulsan MA tellrsellbult telllah 

mellnjadil yulrilspruldellnsil ataul sulmbellr hulkulm bagil hakilm lailn 

dalam mellmultulskan masalah yang ildellntilk.10 

Hukum mellmbellrilkan kellwellnangan kellpada Pellngadillan 

Agama ulntulk mellnyelllellsailkan pellrkara pellrcellrailan antara 

orang yang bellragama Ilslam sampail dellngan mellnellntulkan 

akilbat-akilbat cellrail yang diltilmbullkan, namuln dil silsil lailn, 

saat yang mellnjadil pilhak dalam pellrkara cellrail tellrsellbu lt 

bellrprofellsil sellbagail Pellgawail Nellgellril Silpill, akilbat hulkulm 

yang diltilmbullkan daril pellrcellrailan tellrsellbult tellrhadap nafkah 

anak dellngan bellrpelldoman pada PP Nomor 10 Tahuln 1983 

jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990 mellnjadil kellwellnangan Pelljabat 

Tata Ulsaha Nellgara mellskilpuln Pellgawail Nellgellril Silpill 

tellrsellbult bellragama Ilslam.11 

Bellrangkat daril pellrnyataan dil atas, maka pellnulli ls 

tellrtarilk ulntulk mellnellliltil tellntang analisis hukum keluarga 

Islam terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 

Nomor 45 Tahun 1990. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagailmana rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 

jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam mengatur nafkah 

Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca 

perceraian? 

 
10 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1993), hlm. 158-166. 
11 Khairil Fadri, et. al., Kewenangan Pengadilan Agama Dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak 
Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Program Studi 
Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 51. 
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2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap 

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahun 1990? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Ulntulk mellngelltahulil rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 

Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam 

mengatur nafkah Pegawai Negeri Sipil pria kepada 

mantan istri pasca perceraian. 

2. Ulntulk mellngelltahulil analisis hukum keluarga Islam 

terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 

Nomor 45 Tahun 1990. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat telloriltils 

Sellcara telloriltils pellnellliltilan ilnil dilharapkan dapat 

mellmbellrilkan sulmbangan khazanah tellntang kellwajilban 

nafkah mantan sulamil Pellgawail Nellgellril Silpill tellrhadap 

mantan ilstril, sellrta dapat diljadilkan rellfellrellnsil bagi l 

pellnellliltilan yang selljellnils sellhilngga mampul lellbilh 

mellngaktulalilsasilkan fellnomellna tellrsellbult dalam karya 

tullils yang lellbilh bailk lagil dil masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktils 

Sellcara praktils pellnellliltilan ilnil dilharapkan dapat 

mellmbellrilkan pellmahaman, wawasan dan pellngelltahulan 

pellnullils dan masyarakat sellcara ulmulm sellhulbulngan 

dellngan pellrsoalan kellwajilban pellmbellrilan nafkah 

mantan sulamil Pellgawail Nellgellril Silpill tellrhadap mantan 

ilstril sellrta dapat mellmbellrilkan kontrilbulsil pellmilkilran 

ulntulk mellmpellrkaya telloril-telloril dil lilngkulngan kampu ls 

dan lilngkulngan masyarakat sellcara ulmulm. 

Mellmbellrilkan bellrbagail pellngelltahulan yang lellbilh kellpada 
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pellmbaca hasill tullilsan sellcara lulas tellntang manfaat dari l 

topilk yang dilangkat. 

E. Tinjauan Pustaka 

Skrilpsil yang diltullils olellh Wahyulnil Riltatilk dellngan juldull 

“Hak-Hak Mantan Ilstellril Pellgawail Nellgellril Silpill yang 

Dilcellrail: Stuldil Komparasil Antara Kompillasil Hulkulm Ilslam 

Dellngan PP Nomor 10 Tahuln 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahu ln 

1990”.12 Dalam pellnellliltilan ilnil mellngkajil tellntang hak-hak 

mantan ilstril Pellgawail Nellgellril Silpill pasca pe llrcellrailan dalam 

stuldil komparasil hulkulm Ilslam dan PP Nomor 10 Tahu ln 

1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990. Pellrsamaan kajilan 

dellngan pellnullils adalah sama-sama mellngkajil mellngellnai l 

pellmbellrilan nafkah kellpada mantan ilstril bellrdasarkan PP 

Nomor 10 Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990. Yang 

mana nafkah i lstril pasca pellrcellrailan tellrmasulk salah satu l hak 

mantan ilstril yang haru ls dilbellrilkan olellh mantan sulamil, bailk 

mantan sulamil bellrprofellsil sellbagail Pellgawail Nellgellril Silpill 

maulpuln yang ti ldak bellrprofellsil sellbagail Pellgawail Nellgellri l 

Silpill. Selldangkan pellrbelldaan dellngan pellnellliltilan yang dilkaji l 

pellnullils adalah pellnullils mellngkajil mellngellnail ilmplellmellntasi l 

PP Nomor 10 Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990 di l 

ilnstansil dil Kabulpatelln Kellndal dellngan jellnils pellnellliltilan 

lapangan se lldangkan pe llnellliltilan yang di ltullils ole llh Wahyulni l 

Riltatilk mellngkajil tellntang hak-hak mantan i lstril Pellgawai l 

Nellgellril Silpill yang di lcellrail dellngan me llnggulnakan je llnils 

 
12 Wahyuni Ritatik, Hak-Hak Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil 

Yang Dicerai: Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam 

Dengan PP. No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990. UIN 
Maulana Malik Ibrahim, 2006. 
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pellnellliltilan pulstaka atau l liltellratulr. Tellknilk pellngulmpullan data 

yang pe llnullils gulnakan adalah wawancara dan dokulmellntasi l 

selldangkan Te llknilk pellngulmpullan data yang di lgulnakan olellh 

Wahyulnil Riltatilk adalah ke llpulstakaan. 

Artilkelll yang diltullils olellh Mohammad Fahmil Fahrilza, 

Ahmad Mulstafild, ellt.al., yang bellrjuldull “Pellmbellrilan Nafkah 

Pasca Cellrail Kellpada Mantan Ilstril Pellgawail Nellgellril Silpill 

Dalam Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 45 Tahuln 1990 

Pellrspellktilf Maslahah”.13 Pellnellliltilan ilnil mellncakulp tellntang 

pellmbellrilan nafkah kellpada mantan ilstril mellnulrult hulkulm 

Ilslam dan PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahuln 1990. Mellnulrult hulkulm Ilslam pellmbellrilan nafkah 

kellpada mantan ilstril hanya dilbellrilkan selllama masa ilddah.  

Mantan ilstril tildak bellrhak mellndapatkan nafkah ilddah 

apabilla ilstril belllulm melllakulkan hulbulngan sulamil ilstri l 

(qablal-dulkhull). Konsellp kellmaslahatan be lllulm tellntu l 

tellrcapail dellngan adanya atu lran pellmbagilan gajil pasca ce llrail.  

Pellrsamaan kajilan dellngan pellnullils adalah sama-sama 

mellngkajil mellngellnail pellmbellrilan nafkah kellpada mantan ilstri l 

bellrdasarkan PP Nomor 10 Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahuln 1990, pellrsamaan lai lnnya yailtul bailk pellnellliltilan yang 

dillakulkan olellh Mohammad Fahmil Fahrilza maulpu ln 

pellnellliltilan yang pe llnullils lakulkan sama-sama belllulm 

mellnellrapkan PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahuln 1990 me llngellnail pellmbellrilan sellbagilan gajil Pellgawai l 

Nellgellril Silpill prila kellpada mantan i lstril pasca pe llrcellrailan. 

Adapuln pellrbelldaan dellngan pellnellliltilan yang dilkajil pellnulli ls 

 
13 Mohammad Fahmi Fahriza, et.al., “Pemberian Nafkah Pasca 

Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Maslahah”, Journal of 
Multidisciplinary Studies, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2023, hlm. 138. 
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adalah pellnullils mellngkajil mellngellnail ilmplellmellntasil PP 

Nomor 10 Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990 di l 

bellbellrapa ilnstansil yang bellrwillayah dil Kabulpatelln Kellndal 

dellngan mellnggulnakan melltodell pellnellliltilan lapangan. 

Selldangkan artilkelll tellrsellbult mellmbahas mellngellnai l 

pellmbagilan nafkah bellrdasarkan PP Nomor 10 Tahu ln 1983 

jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990 dalam pellrspellktilf maslahah. 

Selllailn iltu l, pellrbelldaan lailn daril pellnellliltilan yang di ltu llils olellh 

Mohammad Fahmi l Fahrilza dan te llman-tellmannya 

mellnggu lnakan pu ltu lsan Mahkamah Agu lng Nomor 

02P/HUlM/2017 yang di l dalamnya te llrdapat dilssellntilng 

opilnilon olellh kelltu la hakilm sellbagail kajilan liltellratu lr. Tellknilk 

pellngu lmpu llan data yang di lgu lnakan adalah stu ldil 

kellpu lstakaan (lilbrary rellsellarch). 

Skrilpsil yang diltu llils olellh Afnil Afrilanil dellngan ju ldull 

“Pellmbellrilan Nafkah Pasca Pellrcellrailan Pellgawail Nellgellri l 

Silpill dil Pellngadillan Agama Salatilga”.14 Dalam pellnellliltilan 

ilnil mellmbahas tellntang analilsils hu lkulm Ilslam tellrhadap Pasal 

8 PP Nomor 45 Tahu ln 1990. Pellnellliltilan dillaku lkan dil 

Pellngadillan Agama Salatilga. Pellgawail Nellgellril Silpill 

mellmillilkil akilbat hu lku lm dilmana kelltellntulan pellmbagilan gajil 

kellpada mantan i lstril PNS dil Salatilga yaknil satu l pellrtilga daril 

gajil su lamil tildak dilbellrilkan sellbagailmana PP Nomor 10 

Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990. Dellngan 

dellmilkilan, PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo PP Nomor 45 

Tahu ln 1990 tildak tellrlaksana dil masyarakat. Pellrsamaan 

kajilan dellngan pellnu llils adalah pellnellliltilan sama-sama 

mellmbahas mellngellnail ilmplellmellntasil PP Nomor 10 Tahuln 

1983 jo PP Nomor 45 Tahu ln 1990 dil sellbu lah ilnstansil, 

 
14 Afni Afriani, Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Pegawai 

Negeri Sipil di Pengadilan Agama Salatiga, IAIN Salatiga, 2022. 
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belldanya pellnellliltilan yang dillaku lkan olellh Afnil Afrilanil 

hanya dillaku lkan dil satu l ilnstansil saja yaknil dil Pellngadillan 

Agama Salatilga selldangkan pellnu llils mellmbahas mellngellnail 

ilmplellmellntasil PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo PP Nomor 45 

Tahu ln 1990 dil bellbellrapa ilnstansil yang bellrwillayah di l 

Kabu lpatelln Kellndal. Pellrbelldaan lai lnnya yai ltu l pellnellliltilan 

yang pe llnu llils laku lkan tildak mellnggu lnakan anali lsils hu lkulm 

Ilslam melllailnkan hanya me llnggu lnakan anali lsils PP Nomor 

10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990 se lldangkan 

pellnellliltilan yang di llaku lkan olellh Afni l Afrilanil mellnggu lnakan 

analilsils PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 

1990 dan anali lsils hu lku lm Ilslam. 

Pellnellliltilan yang dillakulkan olellh Dr. Achmad Arilellf 

Buldilman, ellt.al., yang bellrjuldull “Problellm Ilmplellmellntasil PP 

10/83 Tellntang Pellmbagilan Gajil Kellpada Bellkas Ilstellri l 

Dalam Pellrkara Cellrail Talak”.15 Pellnellliltilan ilnil mellmbahas 

mellngellnail problellm ilmplellmellntasil PP Nomor 10 Tahuln 

1983 jo PP Nomor 45 Tahuln 1990 dil bellbellrapa Pellngadillan 

Agama yang be llrada dil Jawa Tellngah. Jellnils pellnellliltilan ilni l 

adalah pellnellliltilan kulaliltatilf mellnggulnakan stuldil lapangan. 

Kajilan di lfokulskan pada pe llrtilmbangan hulkulm apa yang 

diljadilkan dasar haki lm Pellngadillan Agama dalam 

mellnyelllellsailkan masalah dan solu lsil ilmplellmellntasi l 

pellmbagilan gajil kellpada mantan i lstril dalam pe llrkara ce llrai l 

talak. Data dilpellrolellh daril bellbellrapa Pellngadillan Agama di l 

Jawa Tellngah yang mellnghadapil problellm ilmplellmellntasi l 

Pasal 8 PP 10/1983. Hasill pellnellliltilan mellnulnjulkkan bahwa 

 
15 Achmad Arief Budiman, et.al., Hasil Penelitian: Problem 

Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri 
Dalam Perkara Cerai Talak”, Laporan Penelitian Kolektif 
Interdisipliner (Semarang, 2018), Tidak dipublikasikan. 
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problellm ilmplellmellntasil Pasal 8 PP 10/1983 dilkarellnakan; 

lellmahnya julstilfilkasil yulrildils hulkulm Ilslam tellrhadap 

pellmbagilan gajil, adanya kellndala tellknils pelllaksanaan 

pultulsan, sulbstansil pasal dilkatellgorilkan bellrada dalam 

domailn admilnilstratilf bulkan yulrildils tellrultama selltelllah 

adanya yulrilspruldellnsil MA Nomor 11/K/2001. Pellrsamaan 

dellngan pellnellliltilan yang pellnellliltil tullils ilalah sama-sama 

mellnellliltil tellntang ilmplellmellntasil PP Nomor 10 Tahuln 1983 

jo PP Nomor 45 Tahuln 1990. Adapuln pellrbelldan 

pellnellliltilannya adalah pellnullils mellnggulnakan pe llndellkatan 

yulrildils ellmpilrils selldangkan pe llnellliltilan yang dillakulkan olellh 

Dr. Achmad Ari lellf Buldilman dan tellman-tellmannya 

mellnggulnakan pe llndellkatan doctrilnal dan non doctrilnal.  

Pellnellliltilan yang di llakulkan olellh Dr. Achmad Ari lellf Buldilman 

bellsellrta tellman-tellmannya be llrfokuls pada proble llm 

ilmplellmellntasil PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahuln 1990 yang te llrjadil dil Pellngadillan Agama yang be llrada 

dil Jawa Tellngah selldangkan pe llnellliltilan yang pe llnullils lakulkan 

bellrfokuls pada i lmplellmellntasil PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo. 

PP Nomor 45 Tahu ln 1990 di l lilngkulngan ilnstansil yang 

bellrada dil Kabulpatelln Ke llndal. 

Skrilpsil yang diltullils olellh Ellgil Faulzan Filkril dellngan 

juldull “Analilsils Hak Nafkah Ilstril Akilbat Pellrcellrailan Sellsulai l 

Pasal 8 Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 10 Tahuln 1983 

Julncto Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 45 Tahuln 1990 

Pellrspellktilf Hulkulm Ilslam”.16 Skrilpsil ilnil mellnggulnakan 

pellnellliltilan hulkulm normatilf dellngan mellnggulnakan 

 
16 Egi Fauzan Fikri, Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian 

Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam, 
Universitas Islam Indonesia, 2022. 
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pellndellkatan pellrulndang-ulndangan dan pellndellkatan 

komparatilf antara pellratulran pellmellrilntah dellngan hulkulm 

Ilslam. Pellnellliltilan ilnil mellngkajil tellntang relllellvansil Pasal 8 PP 

Nomor 10 Tahuln 1983 jo PP Nomor 45 Tahuln 1990 dellngan 

hulkulm Ilslam yang tellrdilril daril kellduldulkan hulkulm nafkah, 

ulkulran nafkah sellrta masa pellmellnulhan hak pellmbellrilan 

nafkah mellnulrult PP Nomor 10 Tahuln 1983 jo PP Nomor 45 

Tahuln 1990 dan KHIl. Skrilpsil ilnil mellniltilkbellratkan pada 

analilsils nafkah yang dilbellrilkan olellh mantan sulamil kellpada 

mantan ilstril mellnulrult PP Nomor 10 Tahuln 1983 jo PP 

Nomor 45 Tahuln 1990 dan hulkulm Ilslam. Pellrsamaan 

dellngan pellnellliltilan yang pellnellliltil tullils ilalah sama-sama 

mellngkajil tellntang PP Nomor 10 Tahu ln 1983 jo PP Nomor 

45 Tahu ln 1990 tellntang pe llmbagilan Sellbagilan nafkah 

mantan su lamil Pellgawail Nellgellril Silpill kellpada mantan i lstril 

pasca pe llrcellrailan sellbagail salah satu l su lmbellr hu lku lm. 

 Selldangkan pellrbelldaan pellnellliltilannya adalah pellnellliltilan 

yang pellnu llils tellliltil bellrfoku ls pada ilmplellmellntasil PP Nomor 

10 Tahu ln 1983 jo PP Nomor 45 Tahu ln 1990 dil ilnstansil 

yang bellrwillayah dil Kabu lpatelln Kellndal selldangkan 

pellnellliltilan yang E llgil Fau lzan Filkril tu llils mellngkajil tellntang 

analilsils hak nafkah i lstril akilbat pellrcellrailan sellsu lail PP Nomor 

10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990 dan 

pellrspellktilf hu lku lm Ilslam. Analilsils data yang di lgu lnakan 

olellh Ellgil Fau lzan Fi lkril adalah i ldellntilfilkasil fakta hu lkulm 

bellrdasarkan foku ls pellnellliltilan dan anali lsils mellmbandilngkan 

hak nafkah i lstril akilbat pellrcellrailan sellsu lail Pasal 8 PP Nomor 

10 Tahu ln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahu ln 1990 de llngan 

hu lku lm Ilslam. Tellknilk pellngulmpullan data yang pe llnullils 

gulnakan adalah wawancara dan doku lmellntasil selldangkan 
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Tellknilk pellngulmpullan data yang di lgulnakan olellh Ellgi l 

Faulzan Filkril adalah kellpulstakaan (Lilbrary rellsellarch). 

F. Metode Penelitian 

Pellmillilhan jellnils melltodell tellrtellntul dalam sulatul pellnellliltilan 

sangat pellntilng karellna bellrpellngarulh pada hasill pellnellliltilan 

nantilnya. Sulatul pellnellliltilan, melltodell pellnellliltilan mellrulpakan 

salah satul faktor pellntilng yang mellnulnjang sulatul kellgilatan 

dan prosells pellnellliltilan. Melltodelllogil pada hakellkatnya 

mellmbellrilkan pelldoman, tellntang cara-cara sellorang illmulwan 

mellmpelllajaril, mellnganalilsa dan mellmahamil lilngkulngan-

lilngkulngan yang dilhadapilnya.17 

1. Jellnils pellnellliltilan 

Mellnulrult Mulhailmiln, jellnils pellnellliltilan hulkulm 

tellrbagil mellnjadil tilga jellnils yaknil, pellnellliltilan hulkulm 

normatilf, pellnellliltilan hulkulm ellmpilrils, dan pellnellliltilan 

hulkulm normatilf-ellmpilrils.18 

Jellnils pellnellliltilan yang dilgulnakan dalam pellnellliltilan 

skrilpsil ilnil adalah jellnils pellnellliltilan hulkulm normatif 

(normatif law research). Hukum dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas.19  

2. Pellndellkatan pellnellliltilan 

 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Universitas Indonesia 2006), hlm. 6. 
18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University 

Perss, 2020), hlm. 25. 
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118. 
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Pellndellkatan yang dilgulnakan dalam pellnellliltilan ilni l 

adalah pellndellkatan hulkulm yuridis normatif.  

Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 

sekunder.20 

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan 

pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode 

penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Sulmbellr data dan bahan hulkulm 

a. Sulmbellr data sekunder 

Penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder saja.  

b. Bahan hu lkulm 

Tellrdapat tilga macam bahan hulkulm yang 

pellnullils dilgulnakan dalam pellnellliltilan ilnil, 

dilantaranya: 

1.) Bahan hulkulm prilmellr 

Mellnulrult Soellrjono Soellkanto dan Sril Mamuldjil,  

bahan hulkulm prilmellr yaknil bahan-bahan hulkulm 

yang mellngilkat dan tellrdilril daril norma dasar atau l 

kaildah dasar yailtul Pellmbulkaan Ulndang-Ulndang 

Dasar Rellpulblilk Ilndonellsila Tahuln 1945, Kelltelltapan 

Majelllils Pellrmulsyawaratan Rakyat (Tap. MPR RIl),  

pellratulran pellrulndang-ulndangan, bahan hulkulm 

yang tildak dilkodilfilkasil dan yulrilspruldellnsi l.21 

 
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. 
21 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 

Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 
13. 
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Pellnellliltilan ilnil mellnggulnakan bahan hulkulm prilmellr 

bellrulpa: 

a.) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 jo. 

Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2019 

tellntang Pellrkawilnan. 

b.) Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 10 Tahuln 1983 

jo. Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 45 Tahuln 

1990 tellntang Ilziln Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan 

Bagil Pellgawail Nellgellril Silpill. 

c.) Sulrat Elldaran Nomor: 08/SEll/1983 tellntang Iljiln 

Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan Bagil Pellgawai l 

Nellgellril Silpill. 

d.) Kompillasil Hulkulm Ilslam. 

2.) Bahan hulkulm sellkulndellr 

Bahan hulkulm sellkulndellr adalah bahan hulkulm 

yang mellmbellrilkan pellnjelllasan mellngellnail bahan 

hulkulm prilmellr. Pellnellliltilan ilnil mellnggulnakan bahan 

hulkulm sellkulndellr bellrulpa bulkul, tullilsan ataul karya 

illmilah hulkulm (julrnal, skrilpsil, tellsils, dilsellrtasi l) 

ataulpuln bacaan lailnnya yang bellrkailtan dellngan 

objellk pellnellliltilan. 

3.) Bahan hulkulm tellrsilellr 

Bahan hulkulm tellrsilellr adalah sulmbellr-sulmbe llr 

yang mellmbellrilkan pelltulnjulk ataul pellnjelllasan 

tellrhadap bahan hulkulm prilmellr dan bahan hulkulm 

sellkulndellr. Bahan hulkulm tellrsilellr tildak mellmillilki l 

kellkulatan hulkulm yang mellngilkat sellcara langsulng, 

telltapil mellrellka mellmbantul dalam mellmahami l,  

mellngilntellrprelltasil, sellrta mellngaplilkasilkan bahan 
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hulkulm prilmellr dan bahan hulkulm sellkulndellr.22 

Pellnellliltilan ilnil mellnggulnakan bahan hulkulm tellrsilellr 

bellrulpa kamuls hulkulm, kamuls bellsar bahasa 

Ilndonellsila ellnsilklopelldila dan sellbagailnya. 

4. Tellknilk pellngulmpullan data 

Dalam selltilap kellgilatan pellnellliltilan selllalul ada 

kellgilatan pellngulmpullan data yang dillakulkan ulntulk 

mellngulmpullkan data-data. Dalam pellnellliltilan ilnil pellnullils 

mellnggulnakan tellknilk pellngulmpullan data bellrulpa kajian 

literatur dan dokumentasi. 

5. Tellknilk analilsils data 

Analilsils data mellrulpakan kellgilatan dalam 

pellnellliltilan bellrulpa melllakulkan kajilan ataul telllaah 

tellrhadap hasill pellngolahan data yang dilbantul dellngan 

telloril-telloril yang telllah dildapatkan sellbelllulmnya.23 

Selltelllah tellrkulmpullnya data kellmuldilan dilanalilsi ls 

sellpellrlulnya agar dilpellrolellh data yang akulrat dan 

matang. Dalam pellnganalilsaan data tellrsellbu lt 

mellnggulnakan analilsils kulaliltatilf dellskrilptilf yailtu l 

analilsils ulntulk mellnellliltil kasuls tellrkulmpull yang 

dilkellmbangkan dalam bellntulk dellskrilpsil yang 

kompellrhellnsilf dan tellliltil daril hasill pellnellliltilan, 

dilharapkan agar pellnellliltil dapat mellndellskrilpsilkan 

kelljadilan dil lapangan yang nantilnya akan mellnjadil hasill 

pellnellliltilan. 

G. Sistematika Penulisan 

 
22 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 5 th ed., (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm. 14. 
23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183. 
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BAB I PENDAHULUAN: Bab ilnil bellrilsil tellntang latar 

belllakang masalah, rulmulsan masalah, tuljulan pellnellliltilan, 

manfaat pellnellliltilan, telllaah pulstaka, melltodell pellnellliltilan dan 

silstellmatilka pellnullilsan. 

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ilnil bellrilsil tellntang 

kelltellntulan ulmulm yang tellrdilril daril pellngellrtilan Pellgawai l 

Nellgellril Silpill (PNS), tilnjaulan ulmulm tellntang pellrcellrailan, 

mellkanilsmell pellmbellrilan nafkah mellnulrult PP Nomor 10 

Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990, mellkanilsme ll 

pellmbellrilan nafkah mellnulrult hulkulm Islam, dan metode 

mubadalah. 

BAB III PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP 

NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN 

SEBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN: 

Bab ilnil bellrilsil tellntang UU Perkawinan, lahirnya PP Nomor 

10 Tahun 1983, perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 

menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990, dan pengaturan tentang 

nafkah kepada mantan istri. 

BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA 

ISLAM TERHADAP PASAL 8 PP NOMOR 10 

TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990: Bab ilni l 

mellrulpakan pellmaparan hasill pellnellliltilan yang bellrilsil tellntang 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam mengatur nafkah 

Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca 

perceraian dan analisis hukum keluarga Islam terhadap PP 

Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. 

Sellhilngga pada bab ilnil dapat dilkelltahulil jawaban daril fokuls 

pellnellliltilan pellnullils. 
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BAB V PENUTUP: Bab ilnil mellrulpakan pellnultulp yang 

bellrilsil kellsilmpullan daril pellmaparan dalam bab-bab 

sellbelllulmnya, Pellnullils akan mellnyilmpullkan bellrkailtan 

dellngan pellmbahasan yang pellnullils lakulkan sellkalilgu ls 

mellnjawab rulmulsan masalah yang dilangkat dalam 

pellnellliltilan ilnil. Ulrailan tellrakhilr yailtul saran yang dapat 

diljadilkan pellrtilmbangan maulpuln masulkan kellpada praktilsi l 

ataul pilhak-pilhak tellrkailt. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Konsellp Aparatulr Silpill Nellgara dilatulr dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 20 Tahuln 2023 Tellntang Aparatulr Silpill 

Nellgara. Pasal 1 ayat (2) daril ulndang-ulndang tellrsellbu lt 

mellndellfilnilsilkan Aparatulr Silpill Nellgara sellbagail Pellgawai l 

Nellgellril Silpill dan pe llgawail pellmellrilntah de llngan pellrjanjilan 

kellrja yang di langkat ole llh pelljabat pe llmbilna ke llpellgawai lan 

dan dilsellrahil tulgas dalam su latul jabatan pe llmellrilntahan atau l 

dilsellrahil tulgas ne llgara lailnnya dan di lbellrilkan pe llnghasillan 

bellrdasarkan pe llratulran pellrulndang-ulndangan.24 Dellngan 

dellmilkilan, konsellp aparatulr silpill nellgara mellncakulp kelldula 

jellnils pellgawail tellrsellbult, yang mellrulpakan bagilan daril tellnaga 

kellrja pellmellrilntah yang mellnjalankan tulgas-tulgas 

admilnilstrasil dan pellmbangulnan dil bellrbagail ilnstansi l 

pellmellrilntah. Ulndang-ulndang ilnil mellmbellrilkan landasan 

hulkulm yang mellngatulr statuls, hak, kellwajilban, dan 

pellmbilnaan bagil aparatulr silpill nellgara dil Ilndonellsila. 

Dalam Bahasa Ilnggrils Pellgawail Nellgellril Silpill 

dililstillahkan dellngan sellbultan cilvill sellrvant (pelllayan pulblilk) 

yang pada ilntilnya mellmpulnyail tulgas ultama melllayani l 

kellpellntilngan pulblilk ataul rakyat. Pellgawail Nellgellril Silpill 

adalah sulbjellk ultama daril hulkulm kellpellgawailan. Pellgawai l 

Nellgellril Silpill mellmellgang pellranan yang sangat pellntilng 

dalam organilsasil pellmellrilntahan. Hal ilnil dilkarellnakan 

Pellgawail Nellgellril Silpill mellrulpakan tullang pulnggulng 

 
24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara, Pasal 1 ayat (2). 
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pellmellrilntahan dalam melllaksanakan pellmbangulnan 

nasilonal. 

Pellngellrtilan Pellgawail Nellgellril mellnulrult Ulndang-Ulndang 

Nomor 20 Tahu ln 2023 te llntang Aparatu lr Silpill Nellgara yailtu l 

“Pellgawail Nellgellril Silpill yang se lllanjultnya dilsilngkat PNS 

adalah warga ne llgara Ilndonellsila yang me llmellnulhil syarat 

tellrtellntul, dilangkat se llbagail pellgawail ASN sellcara telltap olellh 

pelljabat pellmbilna ke llpellgawailan ulntulk mellnduldulkil jabatan 

pellmellrilntahan”.25 Sellmellntara iltul, mellnulrult pellngellrtilan dari l 

kamuls bellsar bahasa Ilndonellsila, “pellgawail” bellrartil orang 

yang bellkellrja pada pellmellrilntah (pellrulsahaan dan 

sellbagailnya) selldangkan “nellgellril” bellrartil Nellgara atau l 

Pellmellrilntah. Sellhilngga dapat dilsilmpullkan bahwa Pellgawai l 

Nellgellril Silpill adalah orang yang bellkellrja pada pellmellrilntah 

ataul nellgara. Pellgawail ASN tellrdilril atas Pellgawail Nellgellri l 

Silpill dan Pe llgawail Pellmellrilntah dellngan Pe llrjanjilan Ke llrja 

(PPPK). 

Mellnulrult Pasal 2 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 43 

Tahuln 1999 tellntang pellrulbahan atas Ulndang-Ulndang 

Nomor 8 Tahuln 1974 tellntang Pokok-Pokok Kellpellgawailan, 

pellgawail nellgellril tellrdilril daril: 

a. Pellgawail Nellgellril Silpill (pulsat dan daellrah) 

b. Anggota Tellntara Negara Rellpulblilk Ilndonellsi la 

(TNIl) 

c. Anggota Kellpolilsilan Nellgara Rellpulblilk Ilndonellsila. 

Sellbagailmana yang te lllah dilatulr dalam Pasal 10 sampai l 

Pasal 12 U lndang-Ulndang Nomor 5 Tahu ln 2014 te llntang 

 
25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara, Pasal 1 ayat (3). 
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Aparatulr Silpill Nellgara. Pellgawail ASN me llmillilkil fulngsil,  

tulgas, dan pe llran sellbagail bellrilkult:26 

Pasal 10  

Pellgawail ASN bellrfulngsil sellbagail: 

a. Pelllaksana kellbiljakan pulblilk; 

b. Pelllayan pulblilk; dan 

c. Pellrellkat dan pellmellrsatul bangsa.  

Pasal 11  

Pellgawail ASN bellrtulgas: 

a. Melllaksanakan kellbiljakan pulblilk yang dilbulat olellh 

pelljabat pellmbilna kellpellgawailan sellsulail dellngan 

kelltellntulan pellratulran pellrulndang-ulndangan; 

b. Mellmbellrilkan pelllayanan pulblilk yang profellsilonal 

dan bellrkulaliltas; dan 

c. Mellmpellrellrat pellrsatulan dan kellsatulan Nellgara 

Kellsatulan Rellpulblilk Ilndonellsila. 

Pasal 12  

Pellgawail ASN be llrpellran sellbagail pellrellncana, pe lllaksana 

dan pellngawas pe llnyelllellnggaraan tu lgas ulmulm pellmellrilntahan 

dan pe llmbangulnan nasilonal melllalulil pelllaksanaan ke llbiljakan 

dan pelllayanan pu lblilk yang profe llsilonal, bellbas dari l 

ilntellrvellnsil poliltilk, se llrta bellrsilh daril praktilk koru lpsil, kolu lsi l 

dan ne llpotilsmell. 

Pellgawail Nellgellril Silpill dalam me llnjalankan tu lgasnya 

mellmillilkil atulran tellrsellndilril yang dilatulr dalam Pe llratulran 

Pellmellrilntah Rellpulblilk Ilndonellsila (PP) Nomor 94 Tahuln 

2021 tellntang Dilsilpliln Pellgawail Nellgellril Silpill, yang me llmulat 

kelltellntulan mellngellnail kellwajilban dan larangan se llrta 

 
26 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 

10, 11, 12. 
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hulkulman dilsilpliln bagil Pellgawail Nellgellril Silpill. Sellbagailmana 

telllah diltellgaskan pada Pasal 2 bahwa Pe llgawail Nellgellril Silpill 

wajilb mellntaatil kellwajilban dan me llnghilndaril larangan. 

Adapuln kellwajilban Pellgawail Nellgellril Silpill tellrmaktulb dalam 

Pasal 3 yai ltul:27 

a. Selltila dan taat sellpellnulhnya kellpada Pancasilla, 

Ulndang-Ulndang Dasar Rellpulblilk Ilndonellsila Tahuln 

1945, Nellgara Kellsatulan Rellpulblilk Ilndonellsila, dan 

Pellmellrilntah; 

b. Mellnjaga pellrsatulan dan ke llsatulan bangsa; 

c. Melllaksanakan ke llbiljakan yang di ltelltapkan ole llh 

pelljabat pe llmellrilntah yang be llrwellnang; 

d. Mellntaatil kelltellntulan pellratulran pellrulndang-

ulndangan; 

e. Melllaksanakan tu lgas ke lldilnasan dellngan pellnulh 

pellngabdilan, kelljuljulran, kellsadaran, dan tanggu lng 

jawab; 

f. Mellnulnjulkkan ilntellgriltas dan ke lltellladanan dalam 

silkap, pellrillakul, ulcapan, dan ti lndakan kellpada 

selltilap orang, bai lk dil dalam maulpuln dil lular 

kelldilnasan; 

g. Mellnyilmpan rahasila jabatan dan hanya dapat 

mellngellmulkakan rahasila jabatan se llsulail dellngan 

kelltellntulan pellratulran pellrulndang-ulndangan; dan 

h. Bellrselldila diltellmpatkan dil selllulrulh willayah Ne llgara 

Kellsatulan Rellpulblilk Ilndonellsila. 

Dalam kontellks hulkulm pulblilk, pellran Pellgawail Nellgellri l 

Silpill sangat pellntilng dalam mellmbantul Prellsildelln sellbagai l 

kellpala pellmellrilntahan dalam mellnyelllellnggarakan 

 
27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 dan 3. 



31 

 

 

pellmellrilntahan. Tulgas ultama Pellgawail Nellgellril Silpill adalah 

melllaksanakan pellratulran pellrulndang-ulndangan dan 

mellmastilkan bahwa selltilap pellratulran tellrsellbult dilpatulhil olellh 

masyarakat. Mellrellka julga dilbellrilkan tulgas kelldilnasan yang 

haruls dillaksanakan dellngan sellbailk-bailknya.28  

Sellbagail abdil nellgara, sellorang Pellgawail Nellgellril Silpill 

mellmillilkil kellwajilban ulntulk selltila kellpada Pancasilla sellbagai l 

falsafah dan ildellologil nellgara, kellpada Ulndang-Ulndang 

Dasar 1945, kellpada nellgara, dan kellpada pellmellrilntah. 

Pellgawail Nellgellril Silpill haruls mellmatulhil dan mellndulkulng 

nillail-nillail dasar yang tellrcantulm dalam Pancasilla dan 

prilnsilp-prilnsilp yang dilatulr dalam Ulndang-Ulndang Dasar 

1945. Dellngan dellmilkilan, ilntellgriltas, loyaliltas, dan kelltaatan 

tellrhadap hulkulm dan pellratulran nellgara adalah aspellk 

pellntilng yang haruls dilmillilkil olellh sellorang Pellgawail Nellgellri l 

Silpill dalam melllaksanakan tulgasnya. Pellgawail Nellgellril Silpill 

julga haruls mellnjaga ilndellpellndellnsil dan nelltraliltasnya dalam 

mellnjalankan tulgas pellmellrilntahan tanpa adanya ilntellrvellnsi l 

daril pilhak lailn yang tildak bellrwellnang. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pellngellrtilan pellrcellrailan 

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 

tellntang Pellrkawilnan dilsellbultkan bahwasannya 

pellrkawilnan ilalah ilkatan lahilr batiln antara sellorang prila 

dan sellorang wanilta sellbagail sulamil ilstril dellngan tuljulan 

mellmbellntulk kelllularga yang bahagila dan kellkal 

bellrdasarkan Kelltulhanan Yang Maha Ellsa. Pellrkawilnan 

pada dasarnya bulkan pellrsoalan yang rulmilt. Pasal 2 

 
28 Akhmadi, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya 

Terhadap Nafkah Isteri”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 
Januari-Juni 2016, hlm. 32. 
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ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 tellntang 

Pellrkawilnan mellnyellbultkan bahwasannya “Tilap-tilap 

pellrkawilnan dilcatat mellnulrult pellratulran pellrulndang-

ulndangan yang bellrlakul”. Artilnya jilka sellsellorang 

hellndak melllangsulngkan pellrkawilnan maka akan dilcatat 

bellrdasarkan kelltellntulan yang bellrlakul, sellbalilknya 

apabilla sulatul haril tellrnyata dalam mellnjalankan rulmah 

tangga tellrdapat pellrmasalahan yang mellnjadil alasan 

kulat ulntulk bellrpilsah, maka bellrdasarkan kelltellntulan yang 

bellrlakul pellrcellrailan tellrsellbult dillangsulngkan dil dellpan 

sildang pellngadillan.29 

Cellrail mellnulrult Kamuls Bellsar Bahasa Ilndonellsi la 

mellmillilkil artil pilsah, pultuls hulbulngan sellbagail sulami l 

ilstril, pellrpilsahan, pellrpellcahan, dan tildak bellrcampu lr 

lagil. Dalam bahasa arab, cellrail dilkellnal dellngan kata 

talak. Talak dilambill daril kata ilthlaq bellrasal daril kata 

Tholulqo-Yultolaqul-Tholaaqon yang bellrarti l 

mellnilnggalkan, mellmilsahkan, melllellpaskan ilkatan. 

Mellnulrult ilstillah syara’ talak adalah melllellpas tali l 

pellrkawilnan dan mellngakhilril hulbulngan sulamil ilstril.30 

Pellnyellbab pultulsnya pellrkawilnan, mellnulrult Pasal 38 UlU l 

Nomor 1 Tahuln 1974 tellntang Pellrkawilnan dan Pasal 

113 KHIl, yailtul karellna mellnilnggal, pellrcellrailan, dan 

pultulsan hakilm. Pellrcellrailan mellrulpakan pultulsnya 

hulbulngan pellrkawilnan antara sulamil dan ilstril yang 

 
29 Sulkifli, Fifiana Wisnaeni, “Dampak Hukum Perkawinan Janda 

Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap”, Jurnal 
Notarius, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 796. 

30 Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan 

Hukum Fiqh Dan Hukum Positif”, Journal of Legal and Cultural 
Analytics, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 5. 



33 

 

 

bulkan dilsellbabkan olellh kellmatilan daril salah satul pilhak, 

melllailnkan atas dasar kellhellndak dan kellilngilnan para 

pilhak bellrdasarkan alasan-alasan tellrtellntul. 

Su lrat elldaran Kellpala BKN Nomor 08/SEll/1983 

bagilan I lIlIl Nomor 2 mellnyellbu ltkan bellbellrapa alasan 

yang dapat mellnjadil dasar gu lgatan pellrcellrailan, 

dilantaranya: 

1. Salah satu l pilhak bellrbu lat zilnah, yang 

dilbu lktilkan de llngan: ke llpu ltu lsan pellngadillan, 

su lrat pe llrnyataan dari l sellku lrang-ku lrangnya 2 

(du la) orang saksi l yang te lllah dellwasa yang 

melllilhat pellrzilnahan i ltu l, pellrzilnahan di lkelltahu lil 

olellh salah satu l pilhak (su lamil atau l ilstril) dellngan 

tellrtangkap tangan. 

2. Salah satu l pilhak mellnjadil pellmabok, pe llmadat 

atau l pellnju ldil yang su lkar dilsellmbu lhkan, 

sellhilngga mellnyellbabkan ganggu lan te llrhadap 

ru lmah tangga. 

3. Mellnilnggalkan tanpa kabar lellbilh daril 2 tahuln, 

artilnya salah satu l pilhak mellnilnggalkan 

pasangan tanpa mellmbellrilkan kabar ataul 

kontak selllama lellbilh daril du la tahu ln.  

4. Salah satu l pilhak mellndapat hu lkulman pellnjara 5 

(lilma) tahu ln atau l hu lku lman yang le llbilh be llrat 

sellcara tellru ls mellnellru ls selltelllah pellrkawilnan 

bellrlangsu lng yang di lbu lktilkan dellngan 

kellpu ltu lsan Pellngadillan yang te lllah mellmpu lnyail 

kellku latan hu lku lm telltap. 

5. Salah satu l pilhak melllaku lkan ke llkelljaman atau l 

pellnganilayaan bellrat yang me llmbahayakan 
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pilhak lai ln yang di lbu lktilkan de llngan vilsulm ellt 

rellpellrtulm daril doktellr pellmellrilntah. 

6. Antara su lamil dan ilstril tellru ls mellnellru ls tellrjadil 

pellrselllilsilhan dan pe llrtellngkaran dan ti ldak ada 

harapan u lntulk hildu lp ru lku ln lagil dalam ru lmah 

tangga. 

Alasan-alasan tellrsellbu lt dapat mellnjadil dasar u lntulk 

mellngaju lkan gu lgatan pellrcellrailan dil pellngadillan sellsu lail 

dellngan kelltellntu lan hu lku lm yang bellrlaku l. 

Kompillasil Hulkulm Ilslam (KHIl) tildak mellngatu lr 

mellngellnail pellngellrtilan pellrcellrailan telltapil hal-hal 

mellngellnail pellrcellrailan telllah dilatulr dalam Pasal 113 

sampail dellngan Pasal 148 Kompillasil Hulkulm Ilslam 

(KHIl). Dellngan melllilhat ilsil pasal-pasal tellrsellbult dapat 

dilkelltahulil bahwa proselldulr bellrcellrail tildak muldah, 

karellna haruls mellmillilkil alasan-alasan yang kulat dan 

alasan-alasan tellrsellbult haruls bellnar-bellnar mellnulru lt 

hulkulm. Hal ilnil diltellgaskan dalam Pasal 115 Kompillasi l 

Hulkulm Ilslam (KHIl) yang ilsilnya “Pellrcellrailan hanya 

dapat dillakulkan dil dellpan sildang pellngadillan agama 

selltelllah pellngadillan agama tellrsellbult bellrulsaha dan tildak 

bellrhasill mellndamailkan kelldula belllah pilhak”. 

Bellrdasarkan Kompillasil Hulkulm Ilslam (KHIl) Pasal 115 

sellpellrtil yang tellrmaktulb dilatas maka yang dilmaksu ld 

dellngan pellrcellrailan pellrspellktilf Kompillasil Hulkulm Ilslam 

(KHIl) adalah prosells pellngulcapan ilkrar talak yang 

haruls dillakulkan dil dellpan pellrsildangan dan dilsaksilkan 

olellh para hakilm pellngadillan agama, apabilla 

pellngulcapan ilkrar talak iltul dillakulkan dil lular 

pellrsildangan, maka talak tellrsellbult mellrulpakan talak lilar 
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yang dilanggap tildak sah dan tildak mellmillilkil kellkulatan 

hulkulm yang mellngilkat.31 

Pellrcellrailan mellru lpakan bagilan daril pellrkawilnan 

karellna tildak mu lngkiln ada pellrcellrailan tanpa adanya 

pellrkawilnan sellbelllu lmnya. Ilnil adalah pandangan yang 

u lmu lm dil masyarakat dan dilatu lr dalam bellrbagail silstellm 

hu lku lm dil bellrbagail nellgara. Namu ln, pellntilng u lntulk 

dililngat bahwa tildak sellmu la pellrkawilnan bellrakhilr 

dellngan pellrcellrailan, dan banyak pasangan yang bellrhasill 

mellmpellrtahankan hu lbulngan mellrellka sellpanjang hildu lp. 

Pellrkawilnan sellharu lsnya mellnjadil awal daril hildulp 

bellrsama antara du la ilndilvildu l sellbagail su lamil ilstril, 

dilmana kelldu lanya bellrkomiltmelln u lntulk salilng 

mellndu lku lng, mellnghormatil, dan mellncilntail satu l sama 

lailn. Namu ln, bellrbagail faktor sellpellrtil pellrbelldaan 

pandangan, konflilk, kellsu lliltan kellu langan, atau l masalah 

komu lnilkasil dapat mellmpellngaru lhil kellbellrlangsu lngan 

pellrkawilnan.32 Mellmang bellnar bahwa selltilap orang 

mellngilngilnkan pellrkawilnan mellrellka telltap u ltulh 

sellpanjang hildu lp. Namu ln, dalam rellaliltanya, ada 

kalanya pellrcellrailan mellnjadil pillilhan bagil pasangan 

yang tildak lagil dapat mellnjalanil hu lbulngan mellrellka 

dellngan damail dan bahagila. Pellrcellrailan mellskilpuln 

dilanggap sellbagail akhilr daril pellrkawilnan bilsa mellnjadil 

 
31 Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih”, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 2, Juli-
Desember 2018, hlm. 158. 

32 Dede Santi Fatimah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, 
“Ketentuan Dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Tentara Nasional 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Dan Warga Sipil”, Jurnal Ilmu Hukum 
dan Humaniora, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 418. 
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langkah yang dilpellrlu lkan u lntulk kellselljahtellraan dan 

kellbahagilaan kelldu la belllah pilhak. 

Pellntilng bagil pasangan yang mellnghadapil masalah 

dalam pellrkawilnan mellrellka u lntu lk mellncoba 

mellnyelllellsailkan konflilk tellrsellbu lt dellngan cara-cara yang 

bailk dan tellrbu lka, sellpellrtil melllaku lkan melldilasil sellbelllulm 

mellmu ltulskan ulntulk bellrcellrail. Namu ln, jilka sellmu la u lpaya 

telllah dillaku lkan dan pellrcellrailan mellnjadil satu l-satulnya 

jalan kelllu lar yang masu lk akal, pellntilng ju lga u lntulk 

mellnghormatil kellpu ltu lsan tellrsellbu lt dan bellru lsaha u lntulk 

mellnjaga prosells pellrcellrailan bellrjalan dellngan sellbailk 

mu lngkiln, tellru ltama jilka ada anak-anak yang tellrlilbat. 

Pellmellrilntah mellmillilkil pellran pellntilng dalam 

mellmbellrilkan kellpastilan hulkulm bagil pasangan yang 

bellrcellrail. Hal ilnil dillakulkan ulntulk melllilndulngil hak 

masilng-masilng pilhak sellrta mellngulrangil potellnsi l 

pellnyalahgulnaan kellkulasaan, tellrultama tellrhadap 

pellrellmpulan dalam kontellks hulkulm pellrkawilnan.33 

Pultulsan pellngadillan dalam prosells pellrcellrailan 

mellmastilkan bahwa hak-hak dan kellwajilban kelldula 

belllah pilhak dilhormatil dan diljalankan sellsulail dellngan 

hulkulm yang bellrlakul. Hal ilnil julga dapat mellncaku lp 

pellmbagilan harta bellrsama, pellnellntulan nafkah, dan hak 

asulh anak. Melllalulil prosells pellngadillan, pellrellmpulan dan 

anak-anak dilharapkan mellndapatkan pellrlilndulngan 

hulkulm yang mellmadail, tellrultama dalam hal 

 
33 Badrul Hilmi, “Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Pekara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 

4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar”, Journal of Family Studies, Vol. 4, Issue 
2, 2020, hlm. 4. 
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kellselljahtellraan dan kellamanan mellrellka. Selllailn iltul, 

pellratulran hulkulm julga dapat mellmbantul mellngulrangi l 

kellsellwellnang-wellnangan sulamil dalam mellnjatulhkan 

talak, tellrultama dalam kontellks dilmana talak dilbellrilkan 

tanpa pellrtilmbangan yang matang ataul tanpa 

pellrlilndulngan hulkulm bagil pilhak pellrellmpulan. Dellngan 

adanya prosells hulkulm yang jelllas dan transparan, 

dilharapkan kellpultulsan cellrail dapat dilambill bellrdasarkan 

pellrtilmbangan yang adill dan mellmpellrhatilkan 

kellpellntilngan sellmula pilhak yang tellrlilbat. 

Dalam banyak yulrildilksil, silstellm hulkulm telllah 

mellngalamil pellrkellmbangan ulntulk lellbilh mellmpellrhatilkan 

hak-hak pellrellmpulan dan anak-anak dalam kasuls 

pellrcellrailan. Hal ilnil mellncellrmilnkan kellsadaran akan 

pellntilngnya pellrlilndulngan tellrhadap mellrellka dalam 

siltulasil yang rawan sellpellrtil pellrcellrailan.34 Olellh karellna 

iltul, pultulsan pellngadillan mellnjadil sangat pellntilng dalam 

mellmastilkan bahwa kelladillan dan pellrlilndulngan hulkulm 

diltellgakkan bagil sellmula pilhak yang tellrlilbat dalam 

prosells pellrcellrailan. Mellnulrult Abdull Ghofulr Anshoril,  

dalam kellhildulpan rulmah tangga sellrilng diljulmpail sulami l 

maulpuln ilstril mellngelllulh dan mellngadul kellpada orang 

lailn ataulpuln kellpada kelllularganya, akilbat tildak 

tellrpellnulhilnya kellwajilban daril salah satul pilhak atau l 

karellna alasan lailn yang dapat bellrakilbat tilmbullnya 

sulatul pellrselllilsilhan dalam rulmah tangga tellrsellbult. Tildak 

 
34 Amran Suadi, “Peran Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak 

Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat 
Dilaksanakan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, November 
2018, hlm. 362. 
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mulstahill daril pellrselllilsilhan iltul akan bellrbulntult pada 

pultulsnya ilkatan pellrkawilnan.35 

Tilnggilnya julmlah pellrcellrailan dil Ilndonellsila dalam 

kulruln waktul ellmpat tahuln tellrhiltulng selljak tahuln 2019 

sampail tahuln 2023 tellrdapat 2.158.400 kasuls. Hal 

tellrsellbult mellnulnjulkkan komplellksiltas dalam dilnamilka 

pellrkawilnan dan hulbulngan kelllularga dil masyarakat. 

Faktor-faktor sellpellrtil pellrulbahan sosilal, ellkonomil,  

buldaya dan pellrulbahan nillail-nillail dalam masyarakat 

dapat mellnjadil pellnyellbab tellrjadilnya pellrcellrailan.36 

Bellrdasarkan provilnsil, kasuls pellrcellrailan tellrbanyak 

pada tahuln 2023 tellrjadil dil Jawa Barat, yaknil sellbanyak 

102.280 kasuls. Bellrilkultnya ada Jawa Tilmulr dan Jawa 

Tellngah dellngan 88.213 kasuls dan 76.367 kasuls. 

Pellnulrulnan kasuls pellrcellrailan dil Ilndonellsila dapat 

dilsellbabkan olellh bellrbagail faktor, sellpellrtil ulpaya-ulpaya 

pellncellgahan pellrcellrailan, pellrulbahan kellbiljakan atau l 

pellratulran yang mellndulkulng kelllularga dan pellrkawilnan 

ataul pellrulbahan pellrillakul masyarakat tellrkailt komiltme lln 

dalam pellrkawilnan. Selllailn iltul, pellrlul diltilngkatkan 

ulpaya-ulpaya pellncellgahan pellrcellrailan sellpellrtil adanya 

pellndildilkan pranilkah, konselllilng pellrnilkahan dan 

dulkulngan sosilal ulntulk pasangan yang mellngalami l 

masalah dalam pellrkawilnan mellrellka. Ulpaya-ulpaya ilni l 

dilharapkan dapat mellmbantul mellngulrangil angka 

pellrcellrailan dil Ilndonellsila. 

 
35 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif 

Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm. 233. 
36 Laporan Statistik Indonesia, Data Kasus Perceraian di 

Indonesia, (https://databoks.katadata.co.id/), diakses 29 Februari 2024. 

https://databoks.katadata.co.id/
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Dasar hulkulm talak diljelllaskan dalam al-Qulr’an 

Sulrah al-Baqarah ayat 229 sellbagail bellrilkult: 

 بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْح ٌۢ بِِِحْسَانٍٍۗ وَلَ يََِلُّ 
ٌۢ
الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِِۖ فَاِمْسَاك 

تُمُوْهُنَّ شَيـْ ًٔا اِلََّٓ  اَنْ يَََّّافَآ اَلََّ يقُِيْمَا لَكُمْ اَنْ تََْخُذُوْا مَِّآ اتَٰـيـْ
ِِۙ فَلََ جُنَاحَ عَليَْهِمَا  ٍِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰ حُدُوْدَ اللّٰ

فيِْمَا افـْتَدَتْ بِهٍۗ تلِْكَ حُدُوْدُ اللِّٰ فَلََ تَـعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يّـَتـَعَدَّ حُدُوْدَ 
كَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ  ىِٕ

ٰۤ
 اللِّٰ فَاوُلٰ

“Talak (yang dapat dilruljulk) ada dula kalil. Selltelllah 

iltul bolellh dilruljulk kellmbalil dellngan cara yang ma’ru lf 

ataul mellncellrailkan dellngan cara yang bailk. Tildak 

halal bagil kamul mellngambill kellmbalil sellsulatul dari l 

yang telllah kamul bellrilkan kellpada mellrellka, kellculali l 

kalaul kelldulanya khawatilr tildak akan dapat 

mellnjalankan hulkulm-hulkulm Allah. Jilka kamu l 

khawatilr bahwa kelldulanya (sulamil ilstril) tildak 

dapat mellnjalankan hulkulm-hulkulm Allah, maka 

tildak ada dosa atas kelldulanya tellntang bayaran 

yang dilbellrilkan olellh ilstril ulntulk mellnellbuls dilrilnya. 

Iltullah hulkulm-hulkulm Allah, maka janganlah kamu l 

melllanggarnya barangsilapa yang melllanggar 

hulkulm-hulkulm Allah mellrellka iltullah orang-orang 

yang zalilm”.37 (Qs. al-Baqarah: 229). 

Dalam ayat lailn, pada Sulrah al-Thalaq ayat 1 

diljelllaskan sellbagail bellrilkult: 

 
37 Al-Qur’an Kemenag Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian 
Agama RI, 2019), Ayat 229, hlm. 48-49. 
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ءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ وَاحَْصُوا الْعِدَّةَۚ  يَّـُهَا النَّبُِّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاٰۤ يٰٰٓ
 بُـيـُوْتِِِنَّ وَلَ يََّْرجُْنَ اِلََّٓ اَنْ 

َ ربََّكُمْۚ لَ تُُْرجُِوْهُنَّ مِنٌْۢ وَاتّـَقُوا اللّٰ
ٍِۗ وَمَنْ يّـَتـَعَدَّ حُدُوْدَ اللِّٰ  تِْيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبـَينَِّةٍٍۗ وَتلِْكَ حُدُوْدُ اللّٰ يََّّ

َ يَُْدِثُ بَـعْدَ ذٰلِكَ امَْرًٔا   لَ تَدْريِْ لَعَلَّ اللّٰ
۝١فَـقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهٍۗ  

“Wahail Nabil, apabilla kamul mellncellrailkan ilstril-

ilstrilmul, hellndaklah kamul cellrailkan mellrellka pada 

waktul mellrellka dapat (mellnghadapil) ‘ilddahnya 

(yang wajar) dan hiltulnglah waktul ‘ilddah iltul sellrta 

bellrtakwalah kellpada Allah Tulhanmul. Janganlah 

kamul kelllularkan mellrellka daril rulmah mellrellka dan 

janganlah mellrellka (dililzilnkan) kelllular kellculali l 

mellrellka mellngellrjakan pellrbulatan kelljil yang jelllas. 

Iltullah hulkulm-hulkulm Allah dan barangsilapa yang 

melllanggar hulkulm-hulkulm Allah, maka 

sellsulnggulhnya dila telllah bellrbulat zalilm tellrhadap 

dilrilnya sellndilril. Kamul tildak mellngelltahu li l 

barangkalil Allah mellngadakan sellsuldah iltul sellsulatu l 

hal yang barul”.38 (Qs. at-Thalaq: 1). 

Hadits tentang talak: 
ثَُّ  تََِيضَ، ثَُّ  تَطْهُرَ  حَتََّ  ليُِمْسِكْهَا ثَُّ  فَـلْيُُاَجِعْهَا، مُرْهُ   

أَنْ  قَـبْلَ  طَلَّقَ  شَاءَ  وَإِنْ  بَـعْدُ  أمَْسَكَ  شَاءَ  إِنْ  ثَُّ  تَطْهُرَ،  
النِّسَاءُ  لََاَ تُطَلَّقَ  أَنْ  اللَُّ  أمََرَ  الَّتَِ  الْعِدَّةُ  فتَِلْكَ  يََسَّ   

“Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu 

menahannya hingga istrinya suci kemudian haid 

hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau 

 
38 Ibid, hlm. 823. 
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menceraikannya, maka ia boleh melakukan talak 

dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. 

Itulah al ‘iddah sebagaimana yang telah 

diperintahkan Allah ‘azza wa jalla”.39 (HR. 

Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471). 

Para ullama bellrbellda pellndapat tellntang hulkulm 

talak, namuln mayoriltas ullama bellrpellndapat bahwa 

hulkulm asal talak adalah makrulh. Hal ilnil jilka tildak ada 

kellbultulhan yang mellnyellbabkan akan tellrjadilnya talak. 

Sellbab talak dalam kondilsil tildak ada kellbultulhan bellrarti l 

kulfulr tellrhadap nilkmat Allah, sellbab pellrnilkahan adalah 

sulatul nilkmat daril bellbellrapa nilkmat Allah, selldangkan 

mellngkulfulril nilkmat Allah sangat dillarang dalam 

Ilslam.40 

2. Macam-macam pellrcellrailan 

1) Cellrail talak  

Talak adalah bellntulk pellrcellrailan yang dililnilsilasi l 

olellh sulamil dan dilpultulskan olellh pellngadillan agama 

selltelllah prosells hulkulm yang sellsulail. Selltelllah iltul, 

talak tellrsellbult bellrlakul sellcara rellsmil dan sah 

mellnulrult hulkulm, dan akilbat hulkulmnya puln 

bellrlakul, sellpellrtil pellmbagilan harta, hak asulh anak, 

dan sellbagailnya.  

 
39 Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, Sunan al-

Kubra, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumuiyyah, 1994), hlm. 505. 
40 Achmad Arief Budiman, et.al., Hasil Penelitian: Problem 

Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri 
Dalam Perkara Cerai Talak, Laporan Penelitian Kolektif 
Interdisipliner (Semarang, 2018), hlm. 20, Tidak dipublikasikan. 
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a. Talak dilbagil mellnjadil dula macam apabilla 

dilpandang daril sellgil bolellh tildaknya sulamil kellmbali l 

ruljulk dellngan ilstril, yaknil:41 

1.) Talak Raj’il 

Talak yang diljatulhkan olellh sulamil kellpada 

ilstrilnya sellbagail talak satul ataulpuln talak dula. 

Bagil sulamil yang mellnjatulhkan talak raj’il, ila 

masilh bellrhak ruljulk lagil kellpada ilstrilnya, 

selllama ilstrilnya masilh dalam masa ilddah 

dellngan syarat suldah mellncampulril ilstrilnya 

tellrsellbult. Jadil apabilla kellilngilnan ru ljulk masilh 

dalam masa ‘ilddah, tildak pellrlul dillakulkan 

akad nilkah baru l, akan te lltapil apabilla kellilngilnan 

ruljulk selltelllah habils masa ‘ilddah, maka haru ls 

dillakulkan akad ni lkah baru l. 

2.) Talak Ba’iln 

Kata ba’iln bellrartil nyata, jelllas, pilsah, atau l 

jatulh. Talak ba’iln adalah talak yang pultuls 

sellcara pellnulh dalam artil tildak mellmulngkilnkan 

sulamil kellmbalil kellpada ilstrilnya kellculalil dellngan 

nilkah barul. Talak ba’iln tellrbagil mellnjadil dula 

macam yailtul: 

a.) Talak ba’iln sulghra 

Mellnulrult Pasal 119 KHIl dilsellbultkan 

talak ba’iln sulghra adalah talak yang tildak 

bolellh dilruljulk telltapil bolellh akad nilkah baru l 

dellngan mantan sulamilnya mellskilpu ln 

dalam masa ilddah. Jadil, kelltilka talak ilni l 

 
41 Muhammad Bagus Hibatullah, “Analisis Faktor Penyebab 

Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan 
Agama Jombang)”, Jurnal Ilmiah Research Student, Vol. 1, No. 4, 
Maret 2024, hlm. 117. 
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diljatulhkan maka tildak bilsa ruljulk telltapi l 

dilpellrbolellhkan ulntulk melllaksanakan akad 

nilkah yang barul dellngan mantan sulamilnya 

walaulpuln masilh dalam masa ilddah.  

Adapuln yang tellrmasulk dalam talak ba’iln 

sulghra adalah talak yang tellrjadil sellbelllu lm 

dulkhull, khullul’, dan talak yang diljatulhkan 

olellh pellngadillan agama. 

b.) Talak ba’iln kulbra 

Mellnulrult Pasal 120 KHIl, kelltilka talak 

ilnil diljatulhkan maka tildak bilsa ruljulk dan 

tildak dilpellrbolellhkan ulntulk akad kellmbalil.  

Pellrkawilnan tellrsellbult bilsa kellmbalil dellngan 

syarat mantan ilstril haruls mellnilkah dellngan 

orang lailn tellrlellbilh dahullul lalul dillakulkan 

pellrcellrailan ba’da dulkhull sellrta suldah 

selllellsail masa ilddah.42 

b. Talak dilbagil mellnjadil dula macam apabilla 

dilpandang daril sellgil waktul mellnjatulhkan talak, 

maka jellnils-jellnils talak me lllilpultil: 

1.) Talak Sulnnil 

Talak yang di ljatulhkan tellrhadap ilstril yang 

selldang dalam ke lladaan sulcil dan tildak 

dilcampulril dalam kelladaan sulcil tellrsellbult. 

2.) Talak Bild’il 

Talak yang di llarang diljatulhkan pada 

waktul ilstril dalam kelladaan hai ld ataul ilstri l 

dalam ke lladaan sulcil telltapil suldah dilcampulri l 

dalam waktu l sulcil tellrsellbult. 

 
42 Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, Jurnal Al-

Hadi, Vol. III, No. 2, 2018, hlm. 709. 
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2) Cellrail Gulgat 

Pultulsnya pellrkawilnan bailk kellhellndak dari l 

sulamil ataul ilstril ataulpuln kellhellndak dilantara 

kelldulanya, dilsellbult dellngan ilstillah “pellrcellrailan” 

yang dilantaranya bellrsulmbellr daril selldilkilt 

dillaksanakanya hak dan kellwajilban sulamil ilstri l 

yang sellharulsnya mellrellka laksanakan namuln 

mellrellka lalailkan sellbagailmana mellnulrult hulkulm 

pellrkawilnan yang bellrlakul. 

Adapuln sellcara ulmulm pellngellrtilan daril cellrai l 

gulgat adalah sellorang ilstril yang mellnggulgat 

sulamilnya ulntulk bellrcellrail melllalulil pellngadillan, dan 

pellngadillan akan melllakulkan prosells pellrsildangan 

dan melldilasil jilka pellrkaranya suldah tildak bilsa 

diltolong lagil maka hakilm akan mellngabullkan 

gulgatan tellrsellbult. Dalam hulkulm pellrkawilnan di l 

Ilndonellsila dilkellnal dellngan asas mellmpellrsulli lt 

tellrjadilnya pellrcellrailan, adapuln tuljulan daril asas ilni l 

adalah u lntulk mellnjaga kellultulhan rulmah tangga, 

maka para pilhak yang mellngajulkan gulgatan akan 

bellrfilkilr kellmbalil ulntulk mellngulrulngkan nilatnya 

ulntulk bellrcellrail.43 Dalam hulkulm Ilslam yang 

dilmaksuld daril cellrail gulgat yaknil bahwasanya 

sellorang ilstril yang mellmilnta kellpada sulamilnya 

ulntulk mellmultulskan ataul mellncellrailkannya, hal ilni l 

dalam hulkulm Ilslam dilkellnal dellngan khullul’.44 

 
43 Farida Anik, Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan 

Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat, (Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama, 2017), hlm. 33. 
44 Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 
219. 
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Mellnulrult syarilat, khullul’ adalah salah satu l 

bellntulk talak dilmana sulamil selltuljul ulntulk 

mellncellrailkan ilstril atas pellrmilntaan ilstril, bilasanya 

dellngan kompellnsasil matellril. Hal ilnil bellrbellda 

dellngan talak yang diljatulhkan olellh sulamil tanpa 

pellrselltuljulan ilstril. Dalam prosells khullul’, ilstril selltulju l 

ulntulk mellmbayar selljulmlah ulang ataul mellmbellrilkan 

harta sellbagail gantil ulntulk mellndapatkan talak. 

Khullul’ dilanggap sellbagail bellntulk kellsellpakatan 

antara sulamil dan ilstril, dilmana ilstril mellngambi ll 

ilnilsilatilf ulntulk mellngakhilril pellrnilkahan dellngan 

ilmbalan yang dilsellpakatil bellrsama, bilasanya dalam 

bellntulk ulang ataul harta. Dalam kontellks ilnil, khullul’ 

mellncellrmilnkan prilnsilp salilng selltuljul dan 

mellmbellrilkan kellsellmpatan bagil kelldula belllah pilhak 

ulntulk mellngakhilril pellrnilkahan dellngan cara yang 

dilatulr olellh syarilat.45 

Gulgatan cellrail dilajulkan kell pellngadillan tellmpat 

tilnggal pellnggulgat, bailk olellh ilstril ataul kulasa 

hulkulmnya. Pasal 132 KHIl mellmbellrilkan 

kelltellrangan “Gulgatan cellrail dilajulkan olellh ilstril atau l 

kulasa hulkulmnya pada Pellngadillan Agama yang 

daellrah hulkulmnya adalah tellmpat tilnggal 

pellnggulgat, kellculalil jilka ilstril mellnilnggalkan tellmpat 

tilnggal bellrsama tanpa ilziln sulamil”. Yang dilmaksu ld 

dellngan “pellnggulgat” dalam pasal ilnil adalah ilstri l 

yang mellngajulkan gulgatan cellrail. Pasangan yang 

dilgulgat dilsellbult sellbagail tellrgulgat ulntulk sellmellntara. 

 
45 Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-

Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’I, (Surabaya: al-Fithrah, 
2015), juz IV, hlm. 127. 
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Kompillasil Hulkulm Ilslam (KHIl) nampaknya 

mellmbelldakan cellrail gulgat dan khullul’ mellskilpu ln 

kelldulanya mellmillilkil kellsamaan. Kellsamaanya 

bahwa kellilngilnan mellngajulkan gulgatan datangnya 

daril pilhak ilstril. Pellrbelldaannya adalah dalam gulgat 

cellrail tildak otomatils mellnggulnakan ulang ‘ilwadh 

(tellbulsan) selldangkan dalam khullul’ masalah ulang 

‘ilwadh (tellbulsan) mellnjadil bagilan pokok 

tellrselllellsailkanya khullul’ dan apabilla hal iltul tildak 

mellrulpakan pelllanggaran pellrjanjilan (taklilk talak) 

masalah bellsarnya ulang ‘ilwadh (tellbulsan) dapat 

dilbilcarakan bellrsama ulntulk mellncaril kellsellpakatan. 

Selldangkan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 7 

Tahuln 1989 dan PP Nomor 9 Tahuln 1975 tildak 

mellmbelldakan antara khullul’ dan cellrail gulgat.46 

3. Proselldulr pellrcellrailan bagil Pellgawail Nellgellril Silpill 

Pellrcellrailan dapat mellnilmbullkan banyak masalah, 

tellrultama tellrkailt dellngan hak dan kellwajilban antara 

sulamil dan ilstril selltelllah pellrcellrailan. Dalam kontellks 

hulkulm Ilslam, pellrcellrailan dilatulr dalam hulkulm Ilslam, 

milsalnya KHIl yang bellrlakul dil Ilndonellsila, sellmellntara 

dalam hulkulm nellgara, pellrcellrailan dilatulr olellh ulndang-

ulndang yang bellrlakul dil sulatul nellgara. Dil Ilndonellsila, 

milsalnya, tellrdapat pellrbelldaan antara pellrcellrailan 

pellgawail nellgellril dan pellncellrailan masyarakat ulmulm 

yang bulkan Pellgawail Nellgellril Silpill. Pellratulran yang 

mellngatulr tellntang pellrcellrailan bagil masyarakat yang 

bulkan Pellgawail Nellgellril Silpill adalah UlUl Nomor 1 

Tahuln 1974 jo. UlUl Nomor 16 tahuln 2019 tellntang 

 
46 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. 3, hlm. 242. 
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Pellrkawilnan selldangkan pellratulran yang mellngatu lr 

pellrcellrailan Pellgawail Nellgellril Silpill dil Ilndonellsila adalah 

Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 10 Tahuln 1983 tellntang 

Ilziln Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan Pellgawail Nellgellril Silpill,  

sellbagailmana telllah dilulbah dellngan Pellratulran 

Pellmellrilntah Nomor 45 Tahuln 1990. Pellratulran tellrsellbu lt 

mellngatulr proselldulr pellrcellrailan sellrta hak dan kellwajilban 

yang tilmbull selltelllahnya bagil Pellgawail Nellgellril Silpill 

yang bellrcellrail. Namuln pellntilng ulntulk dililngat bahwa 

prosells pellrcellrailan dan hak-hak yang tellrkailt dapat 

bellrbellda-bellda dil selltilap nellgara, tellrgantulng pada silstellm 

hulkulm yang bellrlakul dilsana. 

Pada ulmulmnya pellgawail nellgellril yang akan 

melllakulkan pellrcellrailan wajilb mellngajulkan pellrilzilnan 

pada atasannya. Prosells pellrilzilnan mellrulpakan kellgilatan 

ilntellrnal yang dillakulkan olellh aparat ataulpuln pelljabat 

yang bellrwellnang, olellh karellna iltul dalam pellngajulan 

sulrat pellrmohonan ilziln mellnghellndakil adanya 

pellrsyaratan tellrtellntul yang telllah diltelltapkan olellh ilnstansi l 

tellrkailt. Dalam kontellks pellrcellrailan, pellrilzilnan dapat 

dilanggap sellbagail dilspellnsasil ataul pelllellpasan atau l 

pellmbellbasan daril sulatul larangan ataul atulran yang 

mellngharulskan Pellgawail Nellgellril Silpill ulntulk 

mellndapatkan ilziln sellbelllulm melllakulkan pellrcellrailan.47 

Bellrdasarkan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahuln 1990, 

Pellgawail Nellgellril Silpill yang akan melllakulkan 

pellrcellrailan, wajilb mellmpellrolellh ilziln ataul sulrat 

kelltellrangan lellbilh dahullul daril pelljabat. Bagil pellgawai l 

 
47 Abdullah Taufik, “Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian 

Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia”, 
Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm. 66. 
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nellgellril yang bellrkellduldulkan sellbagail pellnggulgat maulpu ln 

yang bellrkellduldulkan sellbagail tellrgulgat, ulntulk 

mellmpellrolellh ilziln ataul sulrat kelltellrangan tellrsellbult, maka 

haruls mellngajulkan pellrmilntaan sellcara tellrtullils. Dalam 

sulrat pellrmilntaan ilziln ataul pellmbellriltahulan adanya 

gulgatan pellrcellrailan ulntulk mellndapatkan sulrat 

kelltellrangan, haruls dilcantulmkan alasan yang lellngkap 

yang mellndasarilnya. 

Mellmpellrhatilkan sulbstansil Pasal 3 PP Nomor 45 

Tahuln 1990, maka dapat dilpahamil bahwa pellrmohonan 

ilziln ulntulk bellrcellrail haruls dilajulkan sellcara tellrtullils olellh 

Pellgawail Nellgellril Silpill kellpada pelljabat. Namuln, khulsuls 

bagil Pellgawail Nellgellril Silpill yang prosells hulkulm 

pellrcellrailnya suldah dilpellrilksa, telltapil belllulm dilpultuls olellh 

pellngadillan, bailk yang bellrsangkultan bellrkellduldulkan 

sellbagail pellnggulgat maulpuln tellrgulgat, maka haruls 

mellmbellriltahulkan adanya gulgatan pellrcellrailan tellrsellbu lt 

kellpada pelljabat gulna mellmpellrolellh sulrat kelltellrangan 

daril pelljabat yang bellrsangkultan, bailk pellrmohonan ilziln 

maulpuln pellmbellriltahulan yang dilsellrtail pellrmohonan 

sulrat kelltellrangan tellrsellbult, haruls dilcantulmkan sellcara 

jelllas alasan-alasan hulkulm bagil Pellgawail Nellgellril Silpill 

ulntulk bellrcellrail.48 

Selltilap atasan yang mellnellrilma pellrmilntaan ilziln dari l 

Pellgawail Nellgellril Silpill ulntulk melllakulkan pellrcellrailan 

dalam lilngkulngannya, dilwajilbkan olellh Pasal 5 PP 

Nomor 45 Tahuln 1990 ulntulk mellmbellrilkan 

 
48 Dumaria Evi Mawartiku dan Rosnidar Sembiring, “Izin 

Pimpinan Sebagai Syarat Formil Dalam Perceraian Pegawai Negeri 
Sipil”, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 
Vol. 5, No. 1, Januari 2023, hlm. 203. 
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pellrtilmbangan dan mellnellrulskannya kellpada pelljabat 

melllalulil salulran hilellrarkil dalam jangka waktul selllambat-

lambatnya 3 (tilga) bullan tellrhiltulng mullail tanggal ila 

mellnellrilma pellrmilntaan ilziln dilmaksuld. Kellpultulsan 

pelljabat dapat bellrulpa pellnolakan pellmbellrilan ilziln 

bellrcellrail ataul bellrulpa pellmbellrilan ilziln bellrcellrail,  

pellnolakan ataul pellmbellrilan ilziln bellrcellrail dillakulkan 

dellngan sulrat kellpultulsan pelljabat.49 Rasilo hulkulm dari l 

adanya jangka waktul pellmbellrilan pellrtilmbangan dan 

pellnellrulsannya olellh atasan kellpada pelljabat adalah 

mellmbellrilkan kellsellmpatan bagil atasan ulntulk mellnelllulsulri l 

ilnformasil dan mellmilnta klarilfilkasil ataul pellnjelllasan 

tellntang alasan-alasan hulkulm ulntulk bellrcellrail dari l 

Pellgawail Nellgellril Silpill yang mellngajulkan ilziln ulntulk 

bellrcellrail tellrsellbult. Jilka ilnformasil dan pellnjelllasan suldah 

dilpellrolellh, maka atasan tellntul saja mellmellrlulkan waktu l 

ulntulk mellnguljil dan mellnganalilsils pellrtilmbangan apa 

yang sellharulsnya dilbellrilkan, ulntulk kellmuldilan dapat 

diltellrulskan kellpada pelljabat bellrsangkultan.50 

Kellmuldilan pelljabat bellrdasarkan Pasal 13 PP No. 45 

Tahuln 1990, dapat mellndelllellgasilkan sellbagilan 

wellwellnangnya kellpada pelljabat lailn dalam 

lilngkulngannya, sellrellndah-rellndahnya pelljabat ellselllon IlV 

ataul yang dilpellrsamakan dellngan iltul, ulntulk 

mellmbellrilkan ataul mellnolak pellmbellrilan ilziln tellrsellbult,  

sellpanjang mellngellnail pellrmilntaan ilziln yang dilajulkan 

 
49 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di 

Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: 
Teras, 2018), hlm, 313. 

50 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, 
Op.Cit, hlm. 454. 
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olellh Pellgawail Nellgellril Silpill golongan IlIl kellbawah atau l 

yang dilpellrsamakan dellngan iltul. Jadil, bellrdasarkan 

“delllellgasil wellwellnang” daril pelljabat kellpada pelljabat 

lailnnya bellrkailtan dellngan pellmbellrilan ataul pellnolakan 

pellmbellrilan ilziln ulntulk bellrcellrail yang dilmohon olellh 

Pellgawail Nellgellril Silpill. Sellcara telloril wellwellnang 

pellmellrilntah dilpellrolellh melllalulil 3 cara yailtul atrilbulsil,  

delllellgasil dan mandat. 

Pelljabat yang mellnellrilma ilziln pellrmilntaan ulntulk 

melllakulkan pellrcellrailan sellbagailmana dilmaksuld Pasal 3 

PP Nomor 45 Tahuln 1990, dilwajilbkan olellh Pasal 6 PP 

Nomor 45 Tahuln 1990 “mellmpellrhatilkan dellngan 

sellksama” alasan-alasan yang dilkellmulkakan dalam 

sulrat pellrmilntaan ilziln pellrcellrailan dan pellrtilmbangan 

daril atasan Pellgawail Nellgellril Silpill yang bellrsangkultan. 

Apabilla alasan-alasan yang dilkellmulkakan dalam 

pellrmilntaan ilziln pellrcellrailan kulrang mellyakilnkan, maka 

pelljabat haruls mellmilnta kelltellrangan tambahan daril ilstri l 

ataul sulamil daril Pellgawail Nellgellril Silpill yang 

mellngajulkan ataul daril pilhak yang dilpandang dapat 

mellmbellrilkan kelltellrangan yang mellyakilnkan. Sellbelllu lm 

mellngambill kellpultulsan, pelljabat bellrulsaha lellbilh dahullu l 

“mellrulkulnkan kellmbalil” sulamil ilstril yang bellrsangkultan 

dellngan cara mellmanggill mellrellka sellcara langsulng ulntulk 

dilbellril nasilhat.  

Dellngan dellmilkilan, melllalulil prosells pellrilzilnan ilnil, 

Pellgawail Nellgellril Silpill yang akan melllakulkan pellrcellrailan 

dilbellril lellgaliltas hulkulm ulntulk melllaksanakan tilndakan 

tellrsellbult sellsulail dellngan pellrsyaratan yang telllah 

diltelltapkan olellh ilnstansil yang bellrwellnang. Pellrilzilnan 
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julga bilsa mellnjadil mellkanilsmell kontrol yang dilbellrilkan 

olellh atasan ataul pelljabat ulntulk mellmastilkan bahwa 

prosells pellrcellrailan dillakulkan sellsulail dellngan kelltellntulan 

yang bellrlakul. Pellrmilntaan ilziln ulntulk bellrcellrai l 

dilbellrilkan, apabilla tildak bellrtellntangan dellngan ajaran 

ataul pellratulran agama yang dilanultnya, alasan yang 

dilkellmulkakan bellnar ataul salah, tildak bellrtellntangan 

dellngan pellratulran pellrulndang-ulndangan yang bellrlakul,  

dan ataul alasan pellrcellrailan yang dilkellmulkakan tildak 

bellrtellntangan dellngan akal yang sellhat.51 

Pellmellrilntah mellnellrbiltkan pelltulnjulk pelllaksanaan 

bellrdasarkan Sulrat Elldaran Kellpala Badan Admilnilstrasi l 

Kellpellgawailan Nellgara Nomor: 48/SEll/1990 yang 

bellrtuljulan ulntulk mellnjamiln kelllancaran dan 

kellsellragaman dalam pelllaksanaan PP Nomor 45 Tahuln 

1990 yang mellrulpakan pellrulbahan atas PP Nomor 10 

Tahuln 1983 tellrkailt pellnyelllellsailan masalah pellrcellrailan 

Pellgawail Nellgellril Silpill (PNS). Pelltulnjulk pelllaksanaan 

tellrsellbult mellmbellrilkan arahan dan pelldoman bagi l 

ilnstansil-ilnstansil yang bellrwellnang dalam 

mellngilmplellmellntasilkan kelltellntulan-kelltellntulan yang 

tellrdapat dalam pellratulran tellrsellbult. Hal ilnil pellntilng 

ulntulk mellmastilkan bahwa prosells pellrcellrailan Pellgawai l 

Nellgellril Silpill dillaksanakan sellsulail dellngan atulran yang 

 
51 Ahars Sulaiman, “Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami dan 

Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Petita, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, 
hlm. 444. 
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bellrlakul dan mellnghilndaril adanya pellnafsilran yang 

bellrbellda dilantara ilnstansil-ilnstansil yang bellrbellda.52 

Dellngan adanya pelltulnjulk pelllaksanaan tellrsellbult,  

dilharapkan para pelljabat dan aparat yang tellrlilbat dalam 

pellnanganan pellrcellrailan Pellgawail Nellgellril Silpill mellmillilki l 

pandulan yang jelllas dalam melllaksanakan tulgas 

mellrellka. Selllailn iltul, pelltulnjulk ilnil julga dapat mellmbantu l 

mellmastilkan bahwa hak-hak dan kellwajilban yang 

dilmillilkil olellh Pellgawail Nellgellril Silpill dalam prosells 

pellrcellrailan mellrellka tellrlilndulngil dellngan bailk. Sellcara 

kellselllulrulhan, pellnellrbiltan pelltulnjulk pelllaksanaan ilni l 

bellrtuljulan ulntulk mellmpellrjelllas pelllaksanaan kelltellntulan-

kelltellntulan dalam PP Nomor 45 Tahuln 1990 dan 

mellmastilkan kellsellragaman sellrta kellpatulhan tellrhadap 

atulran tellrsellbult dil selllulrulh lilngkulngan bilrokrasi l 

Pellgawail Nellgellril Silpill. 

Pellgawail Nellgellril Silpill yang ilngiln bellrcellrail, selllailn 

mellngilkultil proselldulr yang dilatulr dalam UlUl Pellrkawilnan 

dan KHIl, julga haruls mellngilkultil kelltellntulan PP Nomor 

10 Tahuln 1983 jo. PP Nomor 45 Tahuln 1990 tellntang 

Ilziln Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan bagil Pellgawail Nellgellri l 

Silpill. Hal ilnil tildak tellrlellpas daril bellbellrapa 

pellrtilmbangan pellmbellrlakulan PP tellrsellbult, namuln 

sellcara sulbtantilf tellrdapat bellbellrapa pellrbelldaan antara 

pellrcellrailan Pellgawail Nellgellril Silpill dan bulkan PNS, 

yailtul: 

 
52 Branley Carlos, “Proses Perizinan Perceraian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990”, 
Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, 
Vol. 5, No. 5, Juli 2017, hlm. 49. 
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1.) Pada proselldulr pellrcellrailan. Pada saat mellngajulkan 

gulgatan, Pellgawail Nellgellril Silpill yang ilngiln bellrcellrai l 

wajilb mellmpellrolellh ilziln ataul sulrat kelltellrangan lellbilh 

dahullul daril pelljabat. Sulrat tellrsellbult dilajulkan sellcara 

tellrtullils dellngan mellncantulmkan alasan-alasan yang 

mellndasarilnya kellpada atasan, kellmuldilan atasan 

mellnellrulskan melllalulil salulran hilrarkil kellpada 

pelljabat.53 

2.) Pada akilbat hulkulm selltelllah tellrjadilnya pellrcellrailan. 

Apabilla pellrcellrailan tellrjadil atas kellhellndak Pellgawai l 

Nellgellril Silpill prila, maka ila wajilb mellnyellrahkan 

sellbagilan gajilnya ulntulk pellnghildulpan mantan ilstri l 

dan anak-anaknya.54 

Apabilla sellorang Pellgawail Nellgellril Silpill pada saat 

pellmellrilksaan pellrmohonan ataul gulgatan cellrail belllulm 

dillellngkapil dellngan sulrat ilziln, majelllils hakilm mellnulnda 

pellrsildangan dan mellmellrilntahkan kellpada yang 

bellrsangkultan ulntulk mellngulruls ataul mellnyelllellsailkan ilziln 

kellpada atasan. Pellrsildangan tellrsellbult diltulnda maksilmal 

6 (ellnam) bullan dan tildak akan dilpellrpanjang lagil.55 

Apabilla dalam waktul yang telllah diltellntulkan pelljabat 

tildak mellnelltapkan kellpultulsan yang bellrsilfat tildak 

mellngabullkan ataul tildak mellnolak pellrmilntaan ilziln 

ulntulk melllakulkan pellrcellrailan ataul tildak mellmbellrilkan 

sulrat kelltellrangan ulntulk melllakulkan pellrcellrailan kellpada 

Pellgawail Nellgellril Silpill yang bellrsangkultan, maka dalam 

 
53 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3. 
54 Ibid, Pasal 8. 
55 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.  
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hal dellmilkilan pelljabat tellrsellbult dilanggap telllah mellnolak 

pellrmilntaan ilziln pellrcellrailan yang dilsampailkan olellh 

Pellgawail Nellgellril Silpill bawahannya. Kelltilka telllah 

melllawatil batasan maksilmal, dan yang bellrsangkultan 

tildak mellmpellrolellh sulrat ilziln daril atasan, namuln yang 

bellrsangkultan telltap ilngiln melllanjultkan pellrkaranya 

tanpa sulrat ilziln daril atasan, “dellmil” pellrlilndulngan 

hulkulm atas majelllils hakilm, maka yang bellrsangkultan 

wajilb mellmbulat sulrat pellrnyataan bellrselldi la 

mellnanggulng akilbat pellrcellrailan tanpa ilziln.56 

C. Metode Mubadalah 

Teori mubadalah dipelopori oleh Faqihuddin Abdul 

Kodir melalui bukunya Qira’ah mubadalah. Faqihuddin 

Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan 

cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan 

ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau 

menawarkan konsep yang dinamai mubadalah atau 

diartikan sebagai kesalingan. Mubadalah lebih lanjut 

berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah 

konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang 

prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. 

Secara etimologi mubadalah berasal dari bahasa arab 

-yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al بدل

Quran mengulang kata ini dengan bentuk deriviasinya 

sebanyak 44 kali. Kata mubadalah adalah masdar dari  يبدل

مبدلة- مفعلة-يفعل-فعل yang menganut wazan بدل-   dan memiliki 

 
56 Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI, 

https://pa-palangkaraya.go.id, diakses 02 Mei 2024. 

https://pa-palangkaraya.go.id/
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faedah kesalingan (مفاعلة) dan kerjasama antara kedua 

belah pihak (مشاركة). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka mubadalah 

dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak 

yang akan menghasilkan sebuah relasi, menumbuhkan 

semangat kerja, dan prinsip resiprokal. Relasi tersebut 

dapat terjadi antara manusia secara umum, negara dan 

rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid maupun laki-

laki dan perempuan, baik domestik maupun publik.57 

Diksi “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang 

memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir,  

tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai 

sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam 

arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.58 

Dalam al-Quran, manusia adalah khalifah Allah di 

muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan 

segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak 

manusia. Laki-laki dan perempuan harus saling bekerja 

sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. 

Kesalingan ini merupakan dasar untuk menciptakan 

hubungan yang seimbang dan adil, dimana kedua jenis 

kelamin memiliki peran dan tanggung jawab yang sama 

dalam menghadirkan kebaikan. Dengan menghindari 

 
57 Miswanto, Arif Fikri, dan Edi Susilo, Relasi Suami-Istri: Telaah 

Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah, Bulletin of 
Community Engagement, Vol. 4, No. 2, Agustus 2024, hlm. 373.  

58 Anisah Dwi Lestari, Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan 
Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap al-Quran 
Surah Ali Imran: 14, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 2, No.1, 
2020, hlm. 54. 
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dominasi satu pihak atas yang lain, masyarakat dapat 

berkembang dengan lebih harmonis dan berkeadilan. 

Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang 

mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Selain al-Quran ada berbagai hadits yang menjadi 

rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama khususnya 

antara laki-laki dan perempuan. Hadits mengajarkan suatu 

nilai untuk saling mencintai, saling tolong menolong, 

saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindak 

kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. 

Mubadalah fokus pada senyum itu, keramahan, 

administrasi, dan semua pekerjaan yang menyenangkan 

yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada 

pasangannya, begitu juga seorang istri kepada 

pasangannya. Pedoman mubadalah (gotong royong) dalam 

penerapannya mencakup semua kualitas dan standar 

keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat 

manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui 

keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan. 

Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa 

adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap 

keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang 

serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, 

didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan 

dipuaskan keinginannya.59 Sudut pandang yang sama ini 

akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang. 

 
59 Wilis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola 

Pengasuhan Anak, Journal of Gender Studies, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 
10. 
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Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara 

dan sepadan bagi perempuan. Perspektif kesalingan akan 

mengubah cara pandang laki-laki dan perempuan. Cara 

pandang yang memanusiakan ini akan mengarah pada 

relasi yang setara dan timbal balik. Jika relasi sudah setara, 

maka besar kemungkinan kerjasama akan terjadi dan 

segala bentuk kekerasan juga akan mudah dihentikan. 

Prinsip kesalingan meniscayakan kesetaraan dan keadilan 

dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan 

mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan 

memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. 

Ruang publik tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-

laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya 

dibebankan kepada perempuan saja. Partisipasi keduanya 

baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya 

bagi laki-laki maupun perempuan secara adil .60 

 

 

 
60 Faqihuddin Abdul Kodir, Qir’ah Mubadalah, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2019), hlm. 2019. 
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BAB III 

PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 

TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN 

GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA MANTAN 

ISTRI PASCA PERCERAIAN  

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

Di Indonesia perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974. Undang-Undang tersebut mengatur tentang 

berbagai aspek terkait perkawinan, seperti prosedur 

perkawinan, syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban 

suami dan istri, serta konsekuensi hukum dari perkawinan.  

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.61 Bunyi rumusan tersebut 

menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami dan istri sedangkan tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Hak dan kedudukan suami dan istri diatur dalam Pasal 

31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan 

 
61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Pasal 1. 
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kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-

masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

Keduanya wajib saling membantu dan melengkapi untuk 

membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

Akan tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan yang kekal 

itu tidak selamanya mereka jalani, terkadang harus 

berakhir dengan suatu perceraian. Bahkan terjadinya 

perceraian disebabkan tindakan yang sewenang-wenang 

yang tidak sepatutnya dilakukan baik suami maupun istri,  

dan ada kalanya suami atau istri masih terikat dalam 

perkawinan tidak merasakan lagi sebagaimana layaknya 

suami atau istri dalam perkawinan. Keadaan yang 

demikian ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus 

dan tidak baik pula apabila diteruskan, oleh karena itu 

membuka kemungkinan perceraian demi kepentingan dan 

kebaikan kedua pihak. 

Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara 

khusus tentang perceraian melainkan hukum perceraian 

dan akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu prinsip yang 

dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah 

mempersulit terjadinya perceraian sehingga apabila 

perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus ada 

alasan dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 

Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah 

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan 

Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain selain Islam. 
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Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian 

harus ada alasan bahwa diantara suami dan istri tidak akan 

dapat hidup sebagai suami dan istri, alasan tersebut antara 

lain: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua 

tahun berturut-urut tanpa ijin pihak lain dan tanpa 

alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman jasmani 

maupun rohani atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 

yang mengakibatkan tidak dapat menjakan 

kewajibannya sebagai suami dan istri. 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga. 

Putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang 

diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita 

sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi 

ke tempat yang jauh kemudian tidak ada kabarnya 

sehingga pengadilan menganggap bahwa yang 

bersangkutan telah meninggal.  
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Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab 

tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih 

dahulu. Perkawinan merupakan awal dari bersama antara 

seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum 

agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu 

negara. 

Seorang pria dengan seorang wanita setelah 

melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat 

hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara 

suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta 

penghasilan mereka. Harta yang diperoleh selama 

perkawinan dianggap sebagai harta bersama sedangkan 

harta bawaann dari masing-masing suami dan istri tetap 

menjadi milik pribadi, kecuali ada perjanjian perkawinan 

yang menyatakan sebaliknya. 

Pemberian nafkah pasca perceraian diatur dalam Pasal 

41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mencakup baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka, ayah tetap 

berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut. Pemberian 

nafkah berlaku jika perceraian tidak disebabkan karena 

istri nusyuz. Apabila perceraian disebabkan karena istri 

nusyuz, maka mantan suami tidak berkewajiban 

memberikan nafkah kepada mantan istri. 

Besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami 

kepada mantan istri dan anak ditentukan oleh pengadilan 

berdasarkan pada kondisi finansial mantan suami serta 

kebutuhan hidup mantan istri dan anak tersebut. 
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UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

mengatur mengenai batasan waktu terkait pemberian 

nafkah kepada istri pasca perceraian. Batasan waktu 

pemberian nafkah pasca perceraian diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

B. Lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

dikeluarkan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk 

menanggapi beberapa kekurangan yang ada dalam UU 

Perkawinan, terutama dalam hal pelaksanaan hak dan 

kewajiban suami istri serta masalah perceraian di kalangan 

Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 10 Tahun 1983 

dikeluarkan pada 21 April tahun 1983, namun pada 

perkembangan selanjutnya, peraturan ini mengalami 

perubahan melalui PP Nomor 45 Tahun 1990. 

UU Perkawinan dianggap terlalu umum dan tidak 

cukup mendetail, sehingga tidak dapat menjawab berbagai 

isu konkret yang muncul di lapangan. Beberapa aspek 

penting dalam perkawinan dan perceraian tidak diatur 

secara spesifik yang dapat menyebabkan interpretasi yang 

berbeda di kalangan aparat penegak hukum. PP Nomor 10 

Tahun 1983 bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah 

tangga di kalangan Pegawai Negeri Sipil, mengingat 

Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai representasi negara 

yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan 

kehidupan rumah tangga yang harmonis dan taat aturan. 
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Seiring dengan perkembangan sosial, tuntutan untuk 

memperbaiki dan memperbarui UU Perkawinan terus 

mengemuka. Banyak pihak termasuk organisasi 

masyarakat sipil mengajukan usulan agar ada revisi yang 

lebih mendalam untuk mengakomodasi isu-isu seperti 

perkawinan dini, kekerasan dalam rumah tangga dan hak-

hak perempuan serta anak. 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

dikeluarkan dengan latar belakang yang melibatkan 

beberapa aspek, antara lain: 

1. Perlindungan terhadap hak dan kewajiban Pegawai 

Negeri Sipil 

Peraturan ini dibuat untuk melindungi hak dan 

kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan 

berkeluarga. Melalui peraturan ini Pegawai Negeri 

Sipil diharapkan dapat menjalankan kehidupan rumah 

tangga yang harmonis sehingga terhindar dari konflik 

berkepanjangan yang dapat mempengaruhi 

kinerjanya. 

2. Kebutuhan regulasi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil memiliki status dan tanggung 

jawab yang berbeda dibandingkan dengan pekerja 

sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan peraturan 

khusus yang mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi 

mereka, termasuk perkawinan dan perceraian. 

3. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan 

Pembentukan PP Nomor 10 Tahun 1983 merupakan 

upaya untuk menyelaraskan regulasi internal Pegawai 

Negeri Sipil dengan peraturan perundang-undangan 
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lainnya yang mengatur tentang perkawinan dan 

perceraian di Indonesia. 

4. Disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara yang harus 

menjaga disiplin dan etika dalam setiap aspek 

kehidupannya. Peraturan ini dibentuk untuk 

memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin 

menikah atau bercerai melakukannya dengan 

prosedur yang sesuai dan tidak mengganggu tugas dan 

tanggung jawab mereka sebagai pegawai negeri. 

5. Perlindungan hak-hak Perempuan 

Dalam beberapa aspek, peraturan ini berupaya 

memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak 

perempuan terutama istri Pegawai Negeri Sipil,  

dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat 

dalam proses perceraian dan perkawinan. 

Secara keseluruhan, terbentuknya PP Nomor 10 Tahun 

1983 didorong oleh kebutuhan untuk mengatur aspek 

kehidupan pribadi Pegawai Negeri Sipil secara lebih 

sistematis dan terkontrol guna menjaga profesionalisme, 

disiplin serta kesejahteraan mereka dan keluarganya 

sekaligus memastikan kepatuhan terhadap norma sosial 

dan hukum yang berlaku. 

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 mengatur tentang 

pemberian nafkah suami kepada istri pasca perceraian. 

pemberian sebagian gaji diberikan kepada mantan istri 

sebanyak 1/3 apabila dalam pernikahan tersebut dikaruniai 

anak sedangkan jika dalam pernikahan tersebut tidak 

memiliki anak pemberian nafkah diberikan sebanyak 1/2 

dari gaji keseluruhan mantan suami. Pemberian nafkah ini 
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tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri.  

Namun istri bisa mendapat nafkah apabila alasan istri 

bercerai karena dimadu. Pemberian nafkah berlangsung 

sampai mantan istri menikah lagi. Apabila mantan istri 

yang bersangkutan menikah lagi, maka pembayaran 

bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya 

atau satu bulan setelah dilangsungkannya perkawinan 

yang baru. 

C. Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 menjadi PP 

Nomor 45 Tahun 1945 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 dilakukan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang ada, 

khususnya terkait dengan aspek-aspek perceraian dan hak-

hak mantan istri dalam konteks Pegawai Negeri Sipil. PP 

Nomor 10 Tahun 1983 awalnya dikeluarkan untuk 

mengatur ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian 

Pegawai Negeri Sipil, termasuk pembagian hak dan 

kewajiban setelah perceraian, namun seiring 

perkembangan sosial kebutuhan akan kejelasan dalam 

pengaturan diperlukan revisi untuk menyempurnakan 

ketentuan yang dianggap masih kurang tepat. 

Pasal 3 ayat (1) dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 

memuat ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin 

lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang menerima gugatan perceraian wajib 

memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat 

sebelum melakukan perceraian. permintaan izin perceraian 

diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis 
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melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib 

memberitahukan adanya gugatan perceraian dari 

suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah 

menerima gugatan perceraian. 

Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang berkedudukan 

sebagai istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini termuat dalam 

Pasal 4 ayat (2). Pasal 5 ayat (2) diubah ketentuannya 

menjadi “setiap atasan yang menerima permintaan izin 

dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik 

untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih 

dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan 

meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki 

dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan 

terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin 

dimaksud”. 

PP Nomor 45 Tahun 1990 mengubah ketentuan Pasal 

8 sebagai berikut: 

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu 

ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan 

apabila alasan perceraian disebabkan karena istri 

berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat baik lahir maupun batin 

terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, 

pemandat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, 

dan atau istri telah meninggalkan suami selama 

berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan 
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yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya”. 

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan 

ketentuan ayat (5) baru. 

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan 

selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 

tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena 

dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau 

suami menjadi pemabuk, pemandat, dan penjudi 

yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah 

meninggalkan istri selama berturut-turut tanpa izin 

istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

di luar kemampuannya”. 

d. Mengubah ketentuan ayat (6) lama selanjutnya 

dijadikan ketentuan ayat (7). 

Secara umum pemberian nafkah Pegawai Negeri Sipil 

pria kepada mantan istri pasca perceraian sama dengan 

ketentuan pada Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983. Dalam 

Pasal 4 ditambahkan alasan tidak diberlakukannya 

pemberian nafkah sebesar 1/3 apabila dalam perkawinan 

memiliki anak dan 1/2 apabila dalam perkawinan tersebut 

tidak memiliki anak. Pemberian nafkah setelah perceraian 

tidak berlaku apabila alasan perceraian disebabkan karena 

istri atau berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman 

atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap 

suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemandat, dan 

penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah 
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meninggalkan suami selama berturut-turut tanpa izin 

suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. Namun mantan istri akan tetap 

mendapatkan bagian nafkah 1/3 jika memiliki anak atau 

1/2 jika tidak memiliki anak, apabila istri meminta cerai 

karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir 

maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi 

pemabuk, pemandat, dan penjudi yang sukar 

disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri 

selama berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang 

sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Pemberian 

nafkah tersebut berlangsung sampai mantan istri menikah 

lagi. 

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 ditambahkan pula 

sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 

ketentuan pernikahan dan perceraian tanpa izin yang sah. 

Sanksi bisa berupa penundaan kenaikan pangkat, 

penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan 

hormat dari status Pegawai Negeri Sipil. 

Perubahan ini bertujuan untuk menjaga citra dan 

integritas Pegawai Negeri Sipil, memastikan pelaksanaan 

pernikahan dan perceraian sesuai dengan norma hukum 

dan moral, serta mencegah penyalahgunaan wewenang 

atau tindakan yang tidak pantas oleh Pegawai Negeri Sipil 

dalam urusan rumah tangga. 

D. Pengaturan Tentang Pemberian Nafkah Kepada 

Mantan Istri 

1. Pellmbellrilan nafkah pasca pe llrcellrailan bagil Pellgawail 

Nellgellril Silpill  
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Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 10 Tahuln 1983 jo 

Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 45 Tahuln 1990 tellntang 

Ilziln Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan Bagil Pellgawail Nellgellri l 

Silpill (PNS) adalah pellratulran yang mellngatulr tellntang 

ilziln pellrkawilnan dan pellrcellrailan bagil Pellgawail Nellgellri l 

Silpill dil Ilndonellsila. Pellgawail Nellgellril Silpill sellbagail abdi l 

nellgara dan abdil masyarakat dilharapkan mellnjadi l 

tellladan dalam tilngkah lakul, tilndakan, dan kelltaatan 

kellpada pellratulran pellrulndang-ulndangan yang bellrlakul.  

Kellhildulpan bellrkelllularga yang sellrasil dilanggap sellbagai l 

faktor pellndulkulng bagil Pellgawail Nellgellril Silpill dalam 

melllaksanakan tulgasnya tanpa banyak tellrganggul olellh 

masalah dalam kelllularganya.62 Olellh karellna iltul, 

tellrdapat atulran khulsuls yang mellngilkat Pellgawail Nellgellri l 

Silpill daril awal tellrbellntulknya hilngga bellrakhilrnya 

pellrkawilnan, sellbagail bellntulk dilsilpliln dalam hal 

bellrkelllularga, atulran tellrsellbult bellrtuljulan ulntulk 

mellmastilkan bahwa Pellgawail Nellgellril Silpill dapat 

mellnjalankan tulgasnya sellbagail abdil nellgara dan abdi l 

masyarakat dellngan bailk, tanpa tellrganggul olellh 

masalah dalam kellhildulpan prilbadil ataul kelllularganya. 

Hal ilnil mellncakulp ilziln pellrkawilnan, proselldu lr 

pellrcellrailan, sellrta kellwajilban dan hak tellrkailt nafkah bagi l 

mantan ilstril Pellgawail Nellgellril Silpill selltelllah pellrcellrailan.  

Prilnsilp dasar dalam ke llhildulpan rulmah tangga 

adalah tanggu lng jawab. Su lamil mampul bellrtanggulng 

jawab dalam me llmbellrilkan nafkah ke llpada ilstril dan 

anak-anaknya. Nafkah i lnil mellncakulp bellrbagai l 

 
62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.  
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kellbultulhan dasar se llpellrtil makanan, pakai lan, te llmpat 

tilnggal dan fasi lliltas lailnnya. Se lldangkan pe llran i lstri l 

adalah taat ke llpada sulamil, mellngatulr rulmah tangga dan 

mellndildilk anak-anak. Tanggu lng jawab i lnil dilanggap 

sellbagail bagilan daril pellran ilstril dalam kellhildulpan rulmah 

tangga. Se llcara kellselllulrulhan, pri lnsilp ilnil mellnellkankan 

pellntilngnya kellsellilmbangan dan tanggu lng jawab dalam 

kellhildulpan rulmah tangga, di lmana sulamil haruls 

mellmellnulhil kellwajilban nafkahnya dan i lstril mellnjalankan 

pellrannya dalam ke lllularga. Kellwajilban nafkah adalah 

bellntulk tanggulng jawab yang haruls dilpellnulhil olellh 

sulamil, sellmellntara pellran ilstril julga pellntilng dalam 

mellndulkulng kellbellrlangsulngan rulmah tangga. 

Adapuln kelltellntulan pellmbellrilan nafkah kellpada 

mantan ilstril dilkhulsulskan bagil Pellgawail Nellgellril Silpill 

prila, yang mana tellrmulat dalam Pasal 8 PP Nomor 10 

Tahuln 1983 jo PP Nomor 45 Tahuln 1990 tellntang Ilziln 

Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan Pellgawail Nellgellril Silpill 

dilsellbultkan:63 

(1) Apabilla pellrcellrailan tellrjadil atas kellhellndak Pellgawai l 

Nellgellril Silpill prila maka ila wajilb mellnyellrahkan 

sellbagilan gajilnya ulntulk pellnghildulpan bellkas ilstri l 

dan anak-anaknya. 

(2) Pellmbagilan gajil sellbagailmana dilmaksuld dalam 

ayat (1) ilalah sellpellrtilga ulntulk Pellgawail Nellgellril Silpill 

prila yang bellrsangkultan, sellpellrtilga ulntulk bellkas 

 
63 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang 

Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8.  
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ilstrilnya, dan sellpellrtilga ulntulk anak ataul anak-

anaknya. 

(3) Apabilla daril pellrkawilnan tellrsellbult tildak ada anak 

maka bagilan gajil yang wajilb dilsellrahkan olellh 

Pellgawail Nellgellril Silpill prila kellpada bellkas ilstrilnya 

ilalah selltellngah daril gajilnya. 

(4) Pellmbagilan gajil kellpada bellkas ilstril tildak dilbellrilkan 

apabilla alasan pellrcellrailan dilsellbabkan karellna ilstri l 

bellrzilna, dan ataul ilstril melllakulkan kellkelljaman atau l 

pellnganilayaan bellrat bailk lahilr maulpuln batiln 

tellrhadap sulamil, dan ataul ilstril mellnjadil pellmabulk, 

pellmadat, dan pellnjuldil yang sulkar dilsellmbulhkan, 

dan ataul ilstril telllah mellnilnggalkan sulamil selllama 

dula tahuln bellrtulrult-ulrult. 

(5) Apabilla pellrcellrailan tellrjadil atas kellhellndak ilstril,  

maka ila tildak bellrhak atas bagilan pellnghasillan dari l 

bellkas sulamilnya. 

(6) Kelltellntulan sellbagailmana dilmaksuld dalam ayat (5) 

tildak bellrlakul, apabilla ilstril mellmilnta cellrail karellna 

dilmadul, dan sulamil bellrzilnah, dan ataul sulami l 

melllakulkan kellkelljaman ataul pellnganilayaan bellrat 

bailk lahilr maulpuln batiln tellrhadap ilstril, dan atau l 

sulamil mellnjadil pellmabulk, pellmadat, dan pellnjuldi l 

yang sulkar dilsellmbulhkan, dan ataul sulamil telllah 

mellnilnggalkan ilstril selllama dula tahuln bellrtulrult-tulru lt 

tanpa ilziln ilstril dan tanpa alasan yang sah atau l 

karellna hal lailn dil lular kellmampulannya. 

(7) Apabilla bellkas ilstril Pellgawail Nellgellril Silpill yang 

bellrsangkultan kawiln lagil, maka haknya atas bagilan 

gajil daril bellkas sulamilnya mellnjadil hapuls tellrhiltulng 

mullail ila kawiln lagil. 
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Hak atas bagilan gajil tellrsellbult tildak bellrlakul apabilla 

pellrcellrailan tellrjadil atas kellhellndak ilstril yang 

bellrsangkultan, kellculalil karellna ilstril yang bellrsangkultan 

mellmilnta cellrail karellna dilmadul, maka selltelllah pellrcellrailan 

tellrjadil mantan ilstril tellrsellbult bellrhak atas bagilan gaji l 

tellrsellbult. Apabilla mantan ilstril yang bellrsangkultan 

mellnilkah lagil maka pellmbayaran bagilan gajil iltu l 

dilhellntilkan tellrhiltulng mullail bullan bellrilkultnya mantan 

ilstrilnya tellrsellbult kawiln lagil. 

Adapuln Pellgawail Nellgellril Silpill yang mellnolak ulntulk 

melllaksanakan ke lltellntulan pellmbagilan gajil sellsulai l 

kelltellntulan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahu ln 1983 akan 

diljatulhil salah satu l hulkulman dilsilpliln bellrat.  

Bellrdasarkan PP Nomor 94 Tahu ln 2021 te llntang 

Dilsilpliln Pellgawail Nellgellril Silpill, Pasal 8 ayat (4) 

mellnyellbultkan jellnils hulkulman yang di ltellrapkan kellpada 

Pellgawail Nellgellril Silpill yailtul:64 

a. Pellnulrulnan jabatan se lltilngkat lellbilh rellndah 

selllama 12 (du la belllas) bullan; 

b. Pellmbellbasan dari l jabatannya me llnjadil jabatan 

pelllaksana se lllama 12 (dula belllas) bullan; dan 

c. Pellmbellrhellntilan dellngan hormat ti ldak atas 

pellrmilntaan se llndilril sellbagai l Pellgawail Nellgellri l 

Silpill. 

Hulkulman dilsilpliln bagil Pellgawail Nellgellril Silpill yang 

melllanggar kelltellntulan-kelltellntulan yang telllah diltelltapkan 

adalah bagilan daril mellkanilsmell pellnellgakkan hulkulm 

 
64 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (4). 
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dalam admilnilstrasil pellmellrilntahan. Hal ilnil bellrtuljulan 

ulntulk mellmastilkan kellpatulhan tellrhadap atulran dan 

mellnjaga dilsilpliln dalam melllaksanakan tulgas-tulgas 

kellpellgawailan. Jadil, hulkulm tildak hanya konsellp abstrak 

telltapil julga mellmillilkil dampak langsulng dalam 

kellhildulpan masyarakat melllalulil pellnellrapan atulran dan 

sanksil yang telllah diltelltapkan.65 

2. Pellmbellrilan nafkah pasca pe llrcellrailan bagil masyarakat 

Non Pe llgawail Nellgellril Silpill 

Ilslam sangat mellnganjulrkan sulamil ilstril ulntulk 

mellmpellrtahankan rulmah tangga walaulpuln rasa cilnta 

dan kasilh sayang dilantara kelldulanya suldah mellmuldar, 

hal ilnil karellna bolellh jadil tellrdapat hilkmah tellrsellmbulnyi l 

bagil sulamil dan ilstril dalam mellnjalankan kellhildulpan 

rulmah tangga. Dalam Ilslam, pellrcellrailan dilanggap 

sellbagail langkah tellrakhilr selltelllah sellmula ulpaya 

pellrdamailan telllah dillakulkan. Pellrcellrailan julga haruls 

dillakulkan dellngan proselldulr yang diltelltapkan dalam 

hulkulm Ilslam ulntulk mellmastilkan bahwa hak-hak kelldula 

belllah pilhak dilakulil dan dillilndulngil. Amilr Syarilfulddi ln 

mellnjelllaskan bahwa pellrcellrailan dapat mellnilmbullkan 

akilbat hulkulm bellrulpa hak dan kellwajilban yang 

sellmellstilnya dilbellrilkan kellpada mantan ilstril selllama 

mellnjalanil masa ilddah.66 

 
65 Jamalul Qadri dan Fauziah Lubis, “Penerapan Asas Contra 

Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: 

Studi Putusan No. 135/Pdt.G/MS.Ttn”, Jurnal Bimbingan dan 
Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm, 542. 

66 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 141. 
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Dalam sulbstansil Ulndang-Ulndang Pellrkawilnan 

Nomor 1 Tahuln 1974 Pasal 41 hulrulf (c) diltellgaskan 

bahwa akilbat pultulsnya pellrkawilnan karellna pellrcellrailan 

mellnilmbullkan akilbat hulkulm tellntang kellduldulkan hak 

ilstril. Karellna iltul, pellngadillan dapat mellmellrilntahkan 

kellpada mantan sulamil ulntulk mellmbellrilkan bilaya 

pellnghildulpan ataul mellnellntulkan sellsulatul kellwajilban bagi l 

mantan ilstril. Pellngatulran ilnil bellrtuljulan ulntulk 

mellmastilkan bahwa mantan ilstril tildak tellrpilnggilrkan 

sellcara filnansilal ataul sellcara sosilal selltelllah pellrcellrailan. 

Tuljulannya adalah ulntulk mellmbellrilkan pellrlilndulngan 

kellpada mellrellka yang lellbilh lellmah dalam hulbulngan ilnil, 

yang dalam kellbanyakan kasuls adalah mantan ilstril dan 

anak-anak mellrellka.67 Kelltellntulan normatilf dalam UlU l 

Pellrkawilnan Nomor 1 Tahuln 1974 Pasal 4 hulrulf (c) 

mellmpulnyail kailtan dellngan Pasal 11 UlUl Nomor 1 

Tahuln 1974, dilmana sellorang pellrellmpulan yang pultuls 

pellrkawilnannya bellrlakul jangka waktul tulnggul. Jangka 

waktul tulnggul tellrsellbult dilatulr dalam pellratulran 

pellmellrilntah dan KHIl.68 

Nafkah tellrmasulk kellwajilban sulamil, maksuldnya 

ilalah mellnyelldilakan sellgala kellpellrlulan ilstril sellpellrti l 

makanan, pakailan, tellmpat tilnggal, mellncaril pellmbantu l 

dan obat-obatan, apabilla sulamilnya iltul kaya. 

Kellwajilban iltul diltelltapkan olellh al-Qulran, sulnnah dan 

iljmak. Sellpellrtil filrman Allah: 

 
67 Hariyanti Novita, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, 

(Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2020), hlm. 41.  
68 Muhammad Syaifuddin, et.al., Hukum Perceraian, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), hlm. 400. 
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اوَْلَدَهُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ اَنْ يُّتِمَّ وَالْوٰلِدٰتُ يُـرْضِعْنَ 
 وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُِنَُّ بِِلْمَعْرُوْفٍِۗ لَ 

الرَّضَاعَةٍَۗ
 تُكَلَّفُ نَـفْس  اِلََّ وُسْعَهَاۚ 

“Ayah bellrkellwajilban mellmbellril makanan dan 

pakailan kellpada para ilbul dellngan cara ma’rulf,  

sellsellorang tildak dilbellbanil melllailnkan mellnulru lt 

kadar kellsanggulpanya”.69 (QS. al-Baqarah: 233). 

Hadits tentang Memberikan Nafkah: 

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله 
فقالت يٰ رسول الله إن أبِ سفيان صلى الله عليه وسلم 

لَ يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني  رجل شحيح
إلَ ما أخذت من ماله بغيُ علمه فهل علي في ذلك من 

جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله 
 بِلمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan masuk 

menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan 

adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku 

nafkah yang cukup untukku dan anank-anakku, 

 
69 Al-Qur’an Kemenag Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian 
Agama RI, 2019), Ayat 233, hlm. 50. 
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kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa 

sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal 

tersebut?” Beliau menjawab “Ambillah dari 

hartanya dengan cara yang baik yang cukup 

untukmu dan anak-anakmu”.70 (Muttafaq ‘Alaihi).  

Ayat al-Qur’an dan hadits Rasulullah tersebut 

dianggap cukup untuk memastikan adanya kewajiban 

nafkah dari diri suami untuk istrinya. Kewajiban ini 

merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami 

kepada istrinya yang sudah sanggup menjadi istrinya. 

Olellh karellna sellorang ilstril dellngan sellbab adanya 

akad nilkah mellnjadil tellrilkat olellh sulamilnya, dan 

sulamilnya bellrhak pellnulh ulntulk mellnilkmatil dilrilnya. Ila 

wajilb taat kellpada sulamilnya, tilnggal dil rulmah 

sulamilnya, mellngatulr rulmah tangga sulamilnya, 

mellngasulh anak sulamilnya dan sellbagailnya. Sellbagai l 

pellnyellilmbang atas sellmula iltul, sulamil wajilb ulntulk 

mellnculkulpil kellbultulhan ilstril dan mellnafkahilnya selllama 

hulbulngan sulamil ilstril masilh ada antara kelldulanya dan 

selllama tildak ada kelldulrhakaan ataul sellbab lailn yang 

mellnghalangil pellmbellrilan nafkah. 

Nafkah dilbagil mellnjadil dula yailtul nafkah matellrill 

dan nafkah non matellrill, adapuln yang tellrmasulk nafkah 

matellrill adalah nafkah pakailan dan tellmpat tilnggal, 

bilaya rulmah tangga, bilaya pellrawatan dan bilaya 

pellngobatan bagil ilstril dan anak-anaknya, sellrta bilaya 

pellndildilkan bagil anak. Kellmuldilan nafkah non matellrill 

 
70 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram Min 

Adillah al-Ahkam, ed.In Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits 
Hukum Dalam Fikih Islam), terj: Izzudin Karimi, Cet. IV, (Jakarta: 
Darul Haq, 2017), hlm. 617. 
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adalah bellrlakul sopan antara sulamil maulpuln ilstril,  

mellmbellrilkan pellrhatilan bailk sulamil maulpuln ilstril,  

bellrlakul selltila, salilng mellngilngatkan dalam hal 

kellbailkan. Dellngan mellmellnulhil kelldula jellnils nafkah ilnil, 

mantan sulamil dapat mellnjalankan kellwajilbannya ulntulk 

mellndulkulng mantan ilstril dan anak-anaknya sellcara 

mellnyelllulrulh, bailk sellcara matellrill maulpuln sellcara moral.  

Tuljulannya ulntulk mellmastilkan bahwa kellbultulhan 

mellrellka bailk filsilk maulpuln ellmosilonal tellrpellnulhil selltelllah 

pellrcellrailan sellrta mellrellka dapat melllanjultkan kellhildulpan 

mellrellka dellngan layak dan bellrmartabat. 

Akilbat hulkulm pellrcellrailan tellrhadap hak dan 

kellwajilban mantan sulamil ataul ilstril yang dilatulr dalam 

hulkulm Ilslam, telllah dilposiltilvilsasil dalam Pasal 149 

Kompillasil Hulkulm Ilslam (KHIl) yang mellmulat 

kelltellntulan ilmpellratilf bahwa apabilla pellrkawilnan pultuls 

karellna talak, maka bellkas sulamil wajilb:71 

a. Mellmbellrilkan mult’ah yang layak kellpada bellkas 

ilstrilnya, bailk bellrulpa ulang ataul bellnda, kellculali l 

bellkas ilstril tellrsellbult qobla al-dulkhull; 

b. Mellmbellril nafkah, maskan dan kilswah kellpada 

bellkas ilstril selllama dalam masa ilddah, kellculali l 

bellkas ilstril telllah diljatulhil talak ba’iln ataul nulsyulz 

dan dalam kelladaan tildak hamill; 

c. Melllulnasil mahar yang masilh tellrhultang selllulrulhnya, 

dan sellparoh apabilla qobla al-dulkhull; 

 
71 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertais 

Kemenag RI, 2007), Pasal 149. 
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d. Mellmbellrilkan bilaya hadhanah ulntulk anak-anaknya 

yang belllulm mellncapail ulmulr 21 tahuln. 

Kelltilka pasangan masilh dalam ilkatan pellrkawilnan 

kellwajilban ulntulk mellmelllilhara anak dillakulkan sellcara 

bellrsama-sama olellh ayah dan ilbul bellrartil kelldulanya 

bellrtanggulng jawab dalam mellmbellrilkan pellrhatilan, 

kasilh sayang, sellrta pellmellnulhan kellbultulhan filsilk, 

ellmosilonal, dan pellndildilkan bagil anak. Namuln, kelltilka 

tellrjadil pellrcellrailan, kellwajilban tellrsellbult bellrulbah sellsulai l 

dellngan kelladaan yang ada. Jilka tellrjadil pellrcellrailan ayah 

dan ilbul haruls bellrpilsah, maka salah satul daril kelldulanya 

masilh dapat mellmelllilhara anak tellrsellbult. Hal ilni l 

tellrgantulng pada kellpultulsan pellngadillan yang 

mellmpellrtilmbangkan faktor-faktor sellpellrtil kellbultulhan 

dan kellpellntilngan anak. Tellrkadang, pellngadillan akan 

mellmbellrilkan hak hadhanah kellpada salah satul dari l 

kelldula orang tula. Hak hadhanah adalah hak ulntulk 

mellmelllilhara anak selltelllah pellrcellrailan. Namuln, hak ilni l 

tildak dilbellrilkan bellgiltul saja kellpada ayah ataul ilbul tanpa 

mellmpellrtilmbangkan syarat-syarat yang ada. Jadil,  

pellmelllilharaan anak selltelllah pellrcellrailan bilasanya 

mellnjadil tanggulng jawab satul ataul kelldula orang tula, 

tellrgantulng pada kellpultulsan pellngadillan dan syarat-

syarat yang haruls dilpellnulhil. 

Pasal 156 KHIl mellnjelllaskan akilbat pultulsnya 

pellrkawilnan karellna pellrcellrailan adalah: 

a. Anak yang belllulm mulmayyilz bellrhak mellndapatkan 

hadhanah daril ilbulnya, kellculalil billa ilbulnya telllah 

mellnilnggal dulnila, maka kellduldulkannya dilgantilkan 

olellh: 
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1. Wanilta-wanilta dalam garils lulruls kell atas dari l 

ilbul; 

2. Ayah; 

3. Wanilta-wanilta dalam garils lulruls kell atas dari l 

ayah; 

4. Sauldara pellrellmpulan daril anak yang 

bellrsangkultan; 

5. Wanilta-wanilta kellrabat selldarah mellnulrult garils 

sampilng daril ayah. 

b. Anak yang suldah mulmayyilz bellrhak mellmillilh ulntulk 

mellndapatkan hadhanah daril ayah ataul ilbulnya; 

c. Apabilla pellmellgang hadhanah tellrnyata tildak dapat 

mellnjamiln kellselllamatan jasmanil dan Rohanil anak, 

mellskilpuln bilaya nafkah dan hadhanah telllah 

dilculkulpil, maka atas pellrmilntaan kellrabat yang 

bellrsangkultan pellngadillan agama dapat 

mellmellilndahkan hak hadhanah kellpada kellrabat lailn 

yang mellmpulnyail hak hadhanah pulla; 

d. Sellmula bilaya hadhanah dan nafkah anak mellnjadi l 

tanggulng jawab ayah mellnulrult kellmampulannya, 

sellkulrang-kulrangnya sampail anak tellrsellbult dellwasa 

dapat mellngulruls dilril sellndilril (21 tahuln). 

Dellngan dellmilkilan, dapat dilsilmpullkan bahwa 

sellorang suami bailk bellrdasarkan pellratulran pellrulndang-

ulndangan maulpuln pellrilntah agama melllalulil al-Qulran 

dilwajilbkan ulntulk mellnafkahil anak ataul anak-anaknya 

hilngga anak ataul anak-anaknya tellrsellbult dellwasa 

sellhilngga dapat mellngulruls dilril sellndilril ataul bellrulsila 21 

tahuln. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP 

PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 

45 TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN SEBAGIAN 

NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA 

PERCERAIAN 

A. Rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 

Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Mengatur Nafkah 

Pasca Perceraian 

Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 

Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa, apabila 

perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria 

maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 

penghidupan mantan istri dan anak-anaknya. Sedangkan 

dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa, apabila 

perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak 

atas bagian penghasilan gaji dari mantan suaminya. 

Ketentuan dalam Pasal (5) tidak berlaku apabila istri 

meminta cerai karena dimadu, dan suami berzina, dan atau 

suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik 

lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi 

pemabuk, pemandat dan penjudi yang sukar disembuhkan, 

dan atau meninggalkan istri selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena 

hal lain di luar kemampuannya. 

Besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami 

kepada mantan istri diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat 

(3) yaitu apabila dari perkawinan tersebut yang 
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bersangkutan memiliki anak, maka pembagian gaji 

diberikan 1/3 untuk mantan istri, 1/3 untuk anak dan 1/3 

untuk Pegawai Negeri Sipil pria. Apabila dari perkawinan 

tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak, maka 

pembagian gaji diberikan 1/2 untuk mantan istri dan 1/2 

untuk Pegawai Negeri Sipil Pria. Berdasarkan Pasal 8 ayat 

(7) pemberian nafkah berlangsung hingga mantan istri 

menikah lagi dan pemberian nafkah diberhentikan 

terhitung sejak satu bulan setelah mantan istri menikah 

lagi.72 

Perhitungan pembagian gaji pasca perceraian bukan 

hanya dari gaji pokok saja, dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

telah diubah terakhir kalinya dengan PP No. 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP Nomor 

7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.  

Dalam PP tersebut dan lampirannya dijelaskan bahwa gaji 

yang dimaksud adalah gaji pokok. Namun, unsur gaji 

dalam PNS tidak hanya mencakup gaji pokok saja. BAB I 

angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa 

gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri 

dari:73 

(1) Gaji pokok;  

(2) Tunjangan keluarga;  

 
72 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8. 

73 Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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(3) Tunjangan jabatan (kalau ada);  

(4) Tunjangan perbaikan penghasilan; 

(5)  Tunjangan lain yang berhak diterimanya 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku, setelah dipotong iuran wajib.  

Jika ditinjau dari penetapan terkait pembagian gaji 

sebagai nafkah pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 

1990 bahwasannya pemberian gaji sebagai nafkah 

terhitung sampai mantan istri menikah lagi termasuk suatu 

hal baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

juga Kompilasi Hukum Islam. Pemberian nafkah pasca 

perceraian hingga mantan istri menikah lagi bagi Pegawai 

Negeri Sipil adalah langkah progresif dari pemerintah 

untuk menjaga keutuhan rumah tangga di kalangan 

Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan 

untuk mengurangi angka perceraian tetapi juga 

memberikan dampak positif kepada masyarakat umum 

tentang pentingnya bertanggung jawab dalam pernikahan.  

Meskipun terdapat perbedaan dengan regulasi umum 

dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

kebijakan ini memberikan perlindungan tambahan bagi 

mantan istri dan menunjukkan komitmen pemerintah 

dalam menjaga stabilitas sosial melalui teladan dari abdi 

masyarakat. 

Kesenjangan hukum yang terjadi pada peraturan inilah 

yang ditakutkan akan membawa dampak negatif.  

Perbedaan hukum yang ada dapat menyebabkan 

kebingungan di kalangan masyarakat, yang berdampak 
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pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang 

berlaku. Kondisi ini dapat mempengaruhi penegakan 

keadilan berdasarkan hukum dan kepastian hukum di 

masyarakat. Ketidakselarasan dan inkonsistensi dalam 

peraturan hukum dapat menurunkan kepercayaan publik 

terhadap sistem hukum. Masyarakat mungkin merasa 

bingung dan tidak yakin bagaimana harus bertindak sesuai 

dengan hukum yang berlaku jika peraturan tersebut 

bertentangan atau tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, yang 

pada akhirnya mengganggu ketertiban dan keadilan sosial.  

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya 

penyelarasan peraturan dan peningkatan sosialisasi hukum 

agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan 

yang ada. Penegakan hukum yang konsisten dan adil juga 

sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.  

Dengan demikian tujuan utama dari hukum yaitu 

menciptakan ketertiban dan keadilan dapat tercapai. 

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 

1990 tidak hanya mengatur tentang pemberian nafkah 

Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istrinya saja tetapi 

juga mengatur tentang izin perceraian dan perkawinan bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Prosedur perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil dengan masyarakat yang bukan Pegawai 

Negeri Sipil sebenarnya sama yang membedakan hanyalah 

perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memiliki izin 

bercerai dari atasannya, apabila pegawai negeri sipil tidak 

memiliki izin tersebut maka proses perceraian tidak dapat 

dilanjutkan. 
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Apabila mantan suami melalaikan kewajibannya 

terhadap mantan istri dan anak-anaknya, maka mantan 

suami akan menerima sanksi sebagai telah diatur dalam PP 

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri: 

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 

12 (dua belas) bulan; 

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 

pelaksana selama 12 (dua belas) bukan; dan 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 

1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Memberikan Sebagian Nafkah Kepada 

Mantan Istri Pasca Perceraian 

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahun 1990 mengatur tentang kewajiban Pegawai Negeri 

Sipil pria untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan 

istri pasca perceraian, jika perceraian tersebut diajukan 

oleh suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Aturan dalam Pasal 8 yang mewajibkan Pegawai 

Negeri Sipil pria untuk memberikan sebagian gajinya 

kepada mantan istri khususnya jika ada anak yang harus 

diurus, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam Islam, 

meskipun hubungan suami dan istri berakhir dengan 

perceraian, kewajiban suami terhadap anak-anaknya tidak 

berakhir. Suami wajib memberikan nafkah untuk 
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kebutuhan anak-anak termasuk tempat tinggal, 

pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. 

Dalam Islam terdapat prinsip keadilan dalam 

hubungan suami dan istri termasuk perceraian. Suami 

wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah, baik kepada 

mantan istri maupun anak-anaknya. Pasal 8 PP Nomor 10 

Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa 

pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria kepada 

mantan istri tidak hanya terkait dengan nafkah anak, tetapi 

juga sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk 

mendukung kehidupan mantan istri pasca perceraian. 

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada 

mantan istri pasca perceraian dilakukan selama masa 

iddah. Namun, setelah masa iddah selesai kewajiban 

nafkah suami terhadap mantan istri berakhir, kecuali 

nafkah yang diberikan untuk anak-anaknya. Dalam Pasal 

8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 

pemberian sebagian gaji mantan suami kepada mantan istri 

diberikan sampai mantan istri menikah lagi. Aturan ini 

menunjukkan adanya tanggung jawab dari mantan suami 

untuk memastikan bahwa kehidupan mantan istri dan 

anak-anaknya tidak mengalami kesulitan finansial akibat 

perceraian. 

Hukum Islam menekankan pentingnya memberikan 

nafkah kepada istri selama berlangsunya pernikahan dan 

memberikan kompensasi yang layak (mu’tah) setelah 

perceraian, terutama jika perceraian terjadi karena 

kehendak suami. Aturan ini dapat dilihat sebagai langkah 

untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan pasca 

perceraian yang merupakan salah satu prinsip penting 
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dalam hukum keluarga Islam. Adanya kewajiban ini 

menunjukkan bahwa negara berperan dalam menjaga 

kesejahteraan mantan istri yang sesuai dengan prinsip 

keadilan dan perlindungan dalam Islam. 

Sejatinya mencari nafkah tidak hanya dibebankan 

kepada suami saja tetapi istri juga bisa mencari nafkah 

untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika 

dilihat melalui perspektif mubadalah tidak ada salahnya 

seorang istri membantu seorang suami dalam mengurus 

rumah tangga termasuk mencari nafkah, karena perspektif 

mubadalah mengajarkan relasi yang seimbang dan 

harmonis dalam pernikahan dan kehidupan sosial, dimana 

baik laki-laki maupun perempuan diakui perannya secara 

setara sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban 

yang sama agar bisa saling mengisi, memperkuat dan 

membangun kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat. 

Mubadalah adalah prinsip Islam mengenai kesalingan 

antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks 

relasi rumah tangga, sosial, dan publik. Dalam konsep ini, 

laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kedudukan 

yang setara sehingga tanggung jawab dan peran-peran 

yang mereka jalankan harus didasarkan pada prinsip 

keadilan, kerjasama, dan kemaslahatan bagi kedua belah 

pihak.74 

Ayat al-Quran yang menjadi dasar mubadalah salah 

satunya adalah QS. at-Taubah ayat 71, berikut ayatnya: 

 
74 Faqih Abdul Kodir, Seputar Metode Mubadalah, 

https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/, diakses pada 26 
September 2024. 

https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/
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وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ يََّْمُرُونَ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَيُـؤْتُونَ  بِِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللََّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ سَيَُْحََُهُمُ اللَُّ إِنَّ اللََّ عَزيِز  
 حَكِيم  

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, 

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian 

yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) ma’ruf dan 

mencegah (berbuat) munkar, menegakkan shalat, 

meunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rausl-

Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”.75 (QS. at-Taubah: 71). 

Hadits yang dijadikan dasar dalam mubadalah adalah 

sebagai berikut: 

عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَ يُـؤْمِنُ 
أحََدكُُمْ حَتََّ يَُِبَّ لَأخِيهِ مَا يَُِبُّ لنِـَفْسِهِ، وفي رواية مسلم 
زيٰدة: أوَْ قَالَ لِِاَرهِِ مَا يَُِبُّ لنِـَفْسِهِ، وفي رواية النسائي 

زيٰدة: مَا يَُِبُّ لنِـَفْسِهِ مِنَ الَْْيُِْ، وأما رواية أحَد:  لََ يُـؤْمِنُ 

 
75 Al-Qur’an Kemenag Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian 
Agama RI, 2019), Ayat 71, hlm. 272. 
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أحََدكُُمْ حَتََّ يَُِبَّ لِلنَّاسِ مَا يَُِبُّ لنِـَفْسِهِ. )رواه البخاري، 
 ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحَد(

Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda: 

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu 

sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang 

dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada 

tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang 

dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada 

tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-

hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, 

redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara 

kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang 

dicintai untuk dirinya”. (Sahih Bukhari no. 13, Sahih 

Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan 

an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan 

Musnad Ahmad no. 14083). 

Dalam konteks istri bekerja untuk membantu suami 

mencari nafkah ketika suami tidak mampu memberi 

nafkah karena sakit atau karena biaya kebutuhan hidup 

yang kurang, teori mubadalah melihat ini sebagai bentuk 

kerjasama yang saling menguatkan. Islam melalui 

berbagai sumber hukumnya termasuk al-Quran dan Hadits 

tidak kaku dalam menetapkan kewajiban suami yang harus 

bekerja dan memberikan nafkah. Teori mubadalah 

mengajarkan bahwa tanggung jawab untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga tidak hanya dibebankan kepada suami. 

Dalam situasi tertentu, dimana nafkah suami tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri bisa ikut 

bekerja untuk membantu suami. Hal ini merupakan wujud 
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dari kesalingan dalam peran ekonomi keluarga. Kedua 

belah pihak sama-sama bertanggung jawab untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga. Suami memiliki tanggung 

jawab moral untuk mendukung keluarga secara emosional 

dan spiritual meski secara fisik tidak mampu bekerja. 

Sedangkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah 

tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri,  

seperti kasih sayang dan perlindungan dari suaminya. 

Peran mencari nafkah adalah tugas bersama yang bisa 

saling dilengkapi dengan situasi yang dihadapi. 

Dalam Islam tindakan istri yang bekerja untuk 

membantu suami memiliki pahala tersendiri terutama jika 

itu dilakukan untuk kebaikan dan keberlangsungan 

keluarga. Is tri yang bekerja mencari nafkah untuk 

membantu suami yang penghasilannya kurang bukanlah 

sesuatu yang dianggap menyalahi norma peran gender 

dalam Islam. Hal ini adalah wujud dari kerjasama yang 

setara, dimana pasangan suami dan istri saling mendukung 

untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kesalingan, 

keadilan dan kesejahteraan keluarga adalah bentuk tujuan 

utama dari teori ini. 

Faqihuddin Abdul Kodir merumuskan lima pilar 

utama dalam konsep mubadalah yang menjadi landasan 

penting bagi pemahaman tentang kesetaraan gender dalam 

Islam. Lima pilar tersebut terdiri dari:76 

1. Kesalingan antara laki-laki dan perempuan 

 
76 Faqih Abdul Kodir, Seputar Metode Mubadalah, 

https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/, diakses pada 26 
September 2024. 

https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/
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Pilar pertama menegaskan bahwa hubungan 

antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan 

pada prinsip kesalingan. Dalam segala aspek 

kehidupan, baik dalam rumah tangga, sosial,  

maupun agama, laki-laki dan perempuan memiliki 

hak dan kewajiban yang saling berhubungan. 

Misalnya, kewajiban untuk saling menghormati,  

membantu, dan mendukung satu sama lain. 

Kesalingan ini menolak relasi yang timpang di 

mana salah satu pihak mendominasi yang lain. 

2. Setiap manusia memiliki potensi kesucian dan 

kemuliaan 

Pilar kedua menyatakan bahwa setiap 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan 

diciptakan oleh Allah dengan potensi kesucian dan 

kemuliaan yang setara. Dalam Islam, tidak ada 

superioritas berdasarkan jenis kelamin, baik laki-

laki maupun perempuan harus diperlakukan 

sebagai individu yang bermartabat dengan 

kemampuan untuk melakukan kebaikan dan 

mendekatkan diri kepada Allah. 

3. Keadilan sebagai prinsip utama 

Keadilan adalah prinsip utama dalam relasi 

antara laki-laki dan perempuan. Setiap keputusan, 

tindakan, atau kebijakan harus selalu didasarkan 

pada asas keadilan, tanpa ada diskriminasi 

berdasarkan gender. Faqihuddin menekankan 

bahwa dalam Islam, keadilan gender harus 

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, 

mulai dari hak dalam pernikahan, pendidikan, 

hingga kehidupan publik. 

4. Interpretasi agama yang adil dan inklusif 
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Pilar keempat menekankan pentingnya 

interpretasi teks-teks agama yang adil dan inklusif 

terhadap perempuan. Banyak teks agama yang 

sering dipahami secara patriarkal, sehingga 

merugikan perempuan. Faqihuddin mengajak 

untuk membaca ulang teks-teks agama dengan 

cara yang lebih inklusif, mempertimbangkan 

perspektif perempuan, dan memastikan bahwa 

interpretasi tersebut mencerminkan prinsip 

keadilan dan kesalingan. Hal ini melibatkan 

pendekatan hermeneutika yang berpihak pada 

kesetaraan gender. 

5. Kebaikan bersama dalam relasi suami istri 

Pilar terakhir dalam mubadalah adalah bahwa 

kebaikan bersama (maslahah) harus menjadi 

tujuan utama dalam hubungan suami istri. Semua 

tindakan dalam pernikahan harus bertujuan untuk 

menciptakan kebaikan dan kebahagiaan bersama, 

bukan hanya untuk salah satu pihak. Dengan 

demikian, segala keputusan dalam keluarga baik 

tentang pengasuhan anak, pembagian tugas, 

maupun tanggung jawab keuangan harus 

didasarkan pada pertimbangan apa yang paling 

baik bagi kedua belah pihak dan keluarga secara 

keseluruhan. 

Kelima pilar mubadalah ini merupakan landasan bagi 

pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Islam, yang 

berusaha menciptakan relasi yang adil, saling 

menghormati, dan saling mendukung antara laki-laki dan 

perempuan. Pendekatan ini menekankan bahwa ajaran 

Islam sebenarnya sangat mendukung keadilan gender, dan 
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dengan interpretasi yang tepat, nilai-nilai ini dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. 

Pembagian gaji kepada mantan istri dikategorikan 

sebagai masalah administratif bukan domain yuridis.77 Jadi 

pembagian sesuai Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 

Nomor 45 Tahun 1990 mestinya dilaksanakan oleh 

kedinasan kantor suami bukan oleh pengadilan. Kedinasan 

atau kantor tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja memiliki 

kewenangan untuk mengatur prosedur pemotongan 

sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria sesuai ketentuan 

yang berlaku. Prosedur ini masuk dalam domain 

kepegawaian dan pengelolaan gaji yang merupakan tugas 

administratif. Oleh karena itu, instansi wajib 

melaksanakan pemotongan gaji berdasarkan keputusan 

administratif dan tidak perlu melibatkan pengadilan 

kecuali jika kedepannya terjadi sengketa hukum.  

Pengadilan memiliki peran dalam mengadili perkara 

perceraian termasuk menetapkan hak-hak pasca perceraian 

seperti, pemberian nafkah pasca perceraian, pembagian 

hak asuk anak ataupun pembagian harta bersama. Namun 

untuk pemberian sebagian gaji kepada mantan istri sebagai 

bagian dari kewajiban Pegawai Negeri Sipil, pengadilan 

tidak memiliki peran langsung. Setelah perceraian diputus 

oleh pengadilan, maka pemberian sebagian gaji kepada 

 
77 Achmad Arief Budiman, et.al., Hasil Penelitian: Problem 

Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri 
Dalam Perkara Cerai Talak”, Laporan Penelitian Kolektif 
Interdisipliner (Semarang, 2018), Tidak dipublikasikan 
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mantan istri menjadi tugas administratif tempat Pegawai 

Negeri Sipil bekerja. 

Ketentuan mengenai pembagian gaji dari mantan 

suami dinilai lemah, karena dibangun atas dasar 

pertimbangan yang tidak tepat. Sebab bagian gaji dari 

mantan suami dapat dipersamakan dengan nafkah, padahal 

antara kedua mantan suami dan mantan istri sudah tidak 

terikat perkawinan yang menjadi dasar pemberian nafkah 

tersebut. Secara umum nafkah diberikan dalam konteks 

perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-

anak. setelah perceraian, hubungan perkawinan secara 

resmi berakhir sehingga beberapa pihak berpendapat 

bahwa kewajiban memberikan nafkah juga berakhir. 

Ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 

Tahun 1990 dirancang dengan dasar perlindungan 

terhadap hak-hak mantan istri, terutama dalam konteks 

Pegawai Negeri Sipi. Peraturan ini berupaya memastikan 

bahwa mantan istri yang mungkin telah bergantung secara 

ekonomi selama perkawinan tetap mendapatkan dukungan 

setelah perceraian, terutama jika mantan istri tidak 

memiliki penghasilan sendiri. Oleh karena itu, pemberian 

sebagian gaji dimaksudkan untuk memberikan kompensasi 

ekonomi bukan sebagai nafkah dalam konteks perceraian, 

melainkan untuk memastikan bahwa mantan istri tidak 

mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian. Banyak 

yang merasa bahwa pembagian gaji ini tidak sepenuhnya 

adil, terutama bagi mantan suami yang memiliki beban 

ekonomi sendiri, termasuk tanggung jawab kepada anak-

anak dari perkawinan tersebut atau perkawinan baru. 
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Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk 

melindungi perempuan yang dianggap rentan secara 

ekonomi setelah perceraian. namun pada praktiknya, hal 

ini juga sering dianggap tidak adil bagi pria karena tidak 

semua mantan istri berada dalam situasi yang 

membutuhkan bantuan finansial.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bellrdasarkan pellmahaman atas masalah yang tellrdapat 

dalam skrilpsil yang telllah diljelllaskan pada bab sellbelllulmnya, 

maka pellnullils dapat mellnyilmpullkan sellbagail bellrilkult: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo 

Peratuan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

merupakan peraturan yang mengatur mengenai izin 

perkawinan dan percerain Pegawai Negeri Sipil yang 

di dalamnya memuat aturan mengenai pemberian 

sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan 

istri pasca perceraian. Terdapat perbedaan regulasi 

mengenai pemberian nafkah. Dalam UU Perkawinan 

dan KHI baik Pegawai Negeri Sipil maupun 

masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil nafkah 

diberikan sampai mantan istri selesai masa iddah, 

namun dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 

45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil diperintahkan 

untuk memberikan sebagian gajinya sampai mantan 

istri menikah kembali. Dalam Pasal 8 PP Nomor 10 

Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil pria memberikan 

sepertiga gajinya apabila ia memiliki anak dan 

seperdua gajinya apabila tidak memiliki anak. 

2. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada 

mantan istri pasca perceraian dilakukan selama masa 

iddah. Namun, setelah masa iddah selesai kewajiban 

nafkah suami terhadap mantan istri berakhir, kecuali 
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nafkah yang diberikan untuk anak-anaknya. Dalam 

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 

Tahun 1990 pemberian sebagian gaji mantan suami 

kepada mantan istri diberikan sampai mantan istri 

menikah lagi. Aturan ini menunjukkan adanya 

tanggung jawab dari mantan suami untuk memastikan 

bahwa kehidupan mantan istri dan anak-anaknya tidak 

mengalami kesulitan finansial akibat perceraian.  

Dalam Islam terdapat prinsip keadilan dalam 

hubungan suami dan istri termasuk perceraian. Suami 

wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah, baik 

kepada mantan istri maupun anak-anaknya. 

Pembagian gaji kepada mantan istri dikategorikan 

sebagai masalah administratif bukan domain yuridis. 

Jadi pembagian sesuai Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 

1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mestinya 

dilaksanakan oleh kedinasan kantor suami bukan oleh 

pengadilan. 

B. Saran 

1. Saran akade llmils 

Pellnellliltilan ilnil dilharapkan bellrmanfaat bagi l 

mahasilswa yang se lldang me lllakulkan pellnellliltilan dellngan 

objellk sellrulpa. Se lllailn iltul, pellnellliltilan ilnil julga dapat 

mellnjadil tilnjaulan ulntulk mellngellmbangkan bahasan 

dalam pellnellliltilan selllanjultnya. Ole llh karellna iltul, pellnelllilti l 

bellrharap skri lpsil ilnil dapat me llnjadil dorongan dan 

motilvasil cilviltas akade llmila ulntulk melllakulkan, 

melllanjultkan, atau l mellngellmbangkan pellnellliltilan 

bellrilkultnya. 

2. Saran ulntulk Pellgawail Nellgellril Silpill dan masyarakat 

ulmulm 
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Pellgawail Nellgellril Silpill me llmillilkil pellran pe llntilng 

sellbagail abdil nellgara dan abdi l masyarakat. Pe llran ilni l 

mellnulntult Pellgawail Nellgellril Silpill ulntulk mellnjadil tellladan 

dalam se llgala aspellk tellrmasulk dalam tilngkah laku l,  

tilndakan dan ke lltaatan tellrhadap pellratulran pellrulndang-

ulndangan yang be llrlakul. Pellgawail Nellgellril Silpill 

mellmillilkil tanggulng jawab be llsar dalam be llrbagail aspellk 

kellhildulpan, tellrmasulk dalam kellhildulpan prilbadi l 

mellrellka. Salah satu l aspellk ke llhildulpan yang pellrlu l 

dilpellrhatilkan olellh Pellgawail Nellgellril Silpill adalah 

kellpultulsan dalam me lllangsulngkan pe llrnilkahan. Olellh 

karellna iltul, pellntilng bagil Pellgawail Nellgellril Silpill dan 

masyarakat ulmulm ulntulk mellmpellrtilmbangkan dellngan 

matang kellpultulsan dalam melllangsulngkan pellrnilkahan. 

Kellsabaran dalam prosells ilnil akan mellmbantu l 

mellmbanguln pellrnilkahan yang harmonils. 

3. Saran ulntulk pellmellrilntah 

Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 10 Tahuln 1983 jo. 

Pellratulran Pellmellrilntah Nomor 45 Tahuln 1990 tellntang 

Ilziln Pellrkawilnan dan Pellrcellrailan bagil Pellgawail Nellgellri l 

Silpill mellrulpakan rellgullasil yang mellngatulr bellrbagai l 

aspellk tellrkailt pellrkawilnan dan pellrcellrailan Pellgawai l 

Nellgellril Silpill, tellrmasulk pellmbellrilan sellbagilan gaji l 

mantan sulamil Pellgawail Nellgellril Silpill kellpada mantan 

ilstril. Namuln, dalam ilmplellmellntasilnya sellrilng kali l 

tellrjadil kellbilngulngan dan kellsulliltan tellrultama tellrkailt 

dellngan pellngawasan pelllaksanaan pellratulran tellrsellbult.  

Ulntulk mellngatasil masalah ilnil, pellmellrilntah sellbailknya 

melllakulkan rellvilsil tellrhadap pellratulran tellrsellbult dellngan 

mellnambahkan mulatan tellrkailt pelltulgas pellngawas 

pelllaksanaan pellmbellrilan sellbagilan gajil mantan sulami l 

Pellgawail Nellgellril Silpill kellpada mantan ilstril. Rellvilsil ilni l 
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dapat mellncakulp bellbellrapa poiln pellntilng bellrilkult: 

pellnulnjulkkan pe lltulgas pe llgawas, tu lgas dan we llwellnang 

pelltulgas pellngawas, me llkanilsmell pellngawasan dan 

pelllaporan sellrta sosilalilsasil dan elldulkasil kellpada 

Pellgawail Nellgellril Silpill dan pasangannya. 

Dellngan adanya re llvilsil ilnil dilharapkan pe lllaksanaan 

pellmbellrilan sellbagilan gajil mantan sulamil Pellgawai l 

Nellgellril Silpill kellpada mantan i lstril dapat diltellrapkan 

dellngan lellbilh ellfellktilf dan ellfilsilelln sellhilngga dapat 

mellngulrangil potellnsil konflilk dan me llmbellrilkan 

kellpastilan hulkulm bagil kelldula belllah pilhak sellrta tuljulan 

daril pellratulran tellrsellbult dapat te llrcapail dellngan le llbilh 

bailk. 
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